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MOTTO

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ
“Sebuah kesulitan akan mendatangkan kemudahan”
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Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	أ
	Alif
	Tidak dilambangkan
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	Be

	ت
	Ta
	T
	Te

	ث
	Ṡa
	ṡ
	es (dengan titik di atas)

	ج
	Jim
	J
	Je

	ح
	Ḥa
	ḥ
	ha (dengan titik di bawah)

	خ
	Kha
	Kh
	ka dan ha

	د
	Dal
	D
	De

	ذ
	Żal
	Ż
	Zet (dengan titik di atas)

	ر
	Ra
	R
	Er

	ز
	Zai
	Z
	Zet

	س
	Sin
	S
	Es

	ش
	Syin
	Sy
	es dan ye

	ص
	Ṣad
	ṣ
	es (dengan titik di bawah)

	ض
	Ḍad
	ḍ
	de (dengan titik di bawah)

	ط
	Ṭa
	ṭ
	te (dengan titik di bawah)

	ظ
	Ẓa
	ẓ
	zet (dengan titik di bawah)

	ع
	`ain
	`
	koma terbalik (di atas)

	غ
	Gain
	G
	Ge

	ف
	Fa
	F
	Ef

	ق
	Qaf
	Q
	Ki

	ك
	Kaf
	K
	Ka

	ل
	Lam
	L
	El

	م
	Mim
	M
	Em

	ن
	Nun
	N
	En

	و
	Wau
	W
	We

	ﮬ
	Ha
	H
	Ha

	ء
	Hamzah
	‘
	Apostrof

	ي
	Ya
	Y
	Ye



1. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ﹷ
	Fathah
	A
	A

	ﹻ
	Kasrah
	I
	I

	ﹹ
	Dammah
	U
	U



1. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	يْ.َ..
	Fathah dan ya
	Ai
	a dan u

	وْ.َ..
	Fathah dan wau
	Au
	a dan u 


Contoh:
· كَتَبَ 	kataba
· فَعَلَ 	fa`ala
· سُئِلَ 	suila
· كَيْفَ 	kaifa
· حَوْلَ	haula

1. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا.َ..ى.َ..
	Fathah dan alif atau ya
	Ā
	a dan garis di atas

	ى.ِ..
	Kasrah dan ya
	Ī
	i dan garis di atas

	و.ُ..
	Dammah dan wau
	Ū
	u dan garis di atas


Contoh:
· قَالَ 	qāla
· رَمَى 	ramā
· قِيْلَ 	qīla
· يَقُوْلُ 	yaqūlu

1. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
1. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
1. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:
· رَؤْضَةُ الأَطْفَالِ 	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
· الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ 	al-madīnah al-munawwarah
·  طَلْحَةْ 		talhah

1. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
· نَزَّلَ 	nazzala
· البِرُّ 	al-birr

1. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
1. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
	Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:
· الرَّجُلُ 	ar-rajulu
· الْقَلَمُ	al-qalamu
· الشَّمْسُ	asy-syamsu
· الْجَلاَلُ	al-jalālu

1. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
· تَأْخُذُ	ta’khużu
· شَيئٌ	syai’un
· النَّوْءُ	an-nau’u
· إِنَّ	inna

1. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
· وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ		
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
· بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا		
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

1. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
· الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	 	
Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
· الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ			
Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh:
· اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ		
Allaāhu gafūrun rahīm
· لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا		
Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an




1. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
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Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing memunculkan sejumlah persoalan yuridis, terutama berkaitan dengan keabsahan wali nikah. Dalam konteks hukum Islam, kehadiran wali merupakan syarat sahnya akad nikah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, wali hakim berperan ketika wali nasab tidak memenuhi syarat hukum. Studi ini dilatarbelakangi oleh sebuah kasus di KUA Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, di mana seorang perempuan WNA asal Filipina menikah dengan pria WNI tanpa wali nasab yang sah karena perbedaan agama dan ketidakhadiran keluarga.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala KUA, observasi terhadap praktik administrasi pernikahan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan dengan menggabungkan temuan lapangan dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur keislaman yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan wali hakim dalam konteks perkawinan campuran memiliki legitimasi yang kuat dalam kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Peran wali hakim dapat dijalankan sepanjang memenuhi ketentuan administratif, termasuk adanya surat persetujuan dari perwakilan diplomatik negara asal mempelai. Studi ini menegaskan bahwa kewenangan wali hakim menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan perkawinan campuran di Indonesia, sekaligus mencerminkan sinergi antara norma keagamaan dan ketentuan hukum negara.
Kata Kunci: Wali Hakim, Perkawinan Campuran, Hukum Islam, Hukum Positif, WNA, KUA.
ABSTRACT
Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals raise a number of juridical issues, particularly with regard to the validity of the marriage guardian. In the context of Islamic law, the presence of a guardian is a condition for the validity of the marriage contract, while in Indonesian positive law, the judge's guardian plays a role when the nasab guardian does not meet the legal requirements. This study is motivated by a case in the KUA of Bawang Sub-district, Batang Regency, where a foreign woman from the Philippines married an Indonesian man without a legal nasab guardian due to religious differences and family absence.
This research uses an empirical juridical approach with a qualitative method. Data collection techniques were conducted through interviews with the Head of the KUA, observation of marriage administration practices, while secondary data came from legal literature, scientific journals, and relevant legislation. Data analysis was conducted by combining field findings and a review of relevant legislation and Islamic literature.
The results show that the existence of a judge wali in the context of a mixed marriage has strong legitimacy in both legal systems, both Islamic law and positive law. The role of the wali hakim can be carried out as long as it fulfills the administrative requirements, including the approval letter from the diplomatic representative of the bride's home country. This study emphasizes that the authority of the wali hakim is an important instrument in ensuring the validity of mixed marriages in Indonesia, as well as reflecting the synergy between religious norms and state legal provisions.
Keywords: Wali Hakim, mixed marriage, Islamic law, positive law, foreigners, KUA.
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Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama. Ada juga yang mengartikan "suatu perjanjian atau aqad (ijab dan qabūl ) antara laki-laki perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah yang mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditentukan oleh syariat Islam". Pernikahan merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.[footnoteRef:1] [1:  Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), cet. ke- l, hlm. 374] 

Hakikat perkawinan tertinggi secara indah digambarkan dalam al Qur`an surat al A`raf (7) ayat 189 yang artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. Menurut ayat tersebut, perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni nafsin wahidah (diri yang satu). Allah swt. sengaja menggunakan istilah nafsin wahidah karena dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki dan perempuan pada tingkat praktik implementatif, setelah didahului reunifikasi pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri yang satu. Dengan adanya perkawinan maka dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir bathin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini menurut penulis adalah kesejahteraan lahir bathin sebagai penterjemahan dari sakinah mawaddah wa rahmah.[footnoteRef:2] [2:  Ali Imron HS, “Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol. 6, no. 1, Januari 2012.] 

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang termuat dalam pasal 1 ayat 2, sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”[footnoteRef:3] [3:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan] 

Berdasarkan dari berbagai pengertian tersebut maka perkawinan boleh dilakukan apabila dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau yang biasa dikenal dengan sakinah, mawaddah dan rahmah dan tentunya juga bila sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran menurut UU no 1 tahun 1974 pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[footnoteRef:4] Lebih lanjut dibahas mengenai beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan campuran tersebut terdapat dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 60 yang berbunyi “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang  berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.”[footnoteRef:5] [4:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 Tentang Perkawinan]  [5:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 60 Tentang Perkawinan] 

Untuk terlaksananya akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat terlaksana, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, adanya dua orang saksi, dan ijab yang dilakukan oleh wali dan qabūl yang dilakukan oleh suami.[footnoteRef:6]  [6:  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61] 

Secara etimologi “Wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa.Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.[footnoteRef:7] [7:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), hlm.89-90.] 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan yang dilakukan tanpa hadirnya wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.[footnoteRef:8] Bahkan apabila wali nasab dari perempuan tersebut tidak ada, adhal ataupun berhalangan, maka walinya digantikan oleh wali hakim. [8:  Ahmad Fauzi, “Larangan Kehadiran Wali Yang Telah Mewakilkan Kewaliannya Dalam Majelis Nikah: Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama dalam Wilayah Kemenag Aceh Besar”, Skripsi Uin Ar-Raniry Banda Aceh (Aceh, 2016).] 

Hal tersebut menunjukkan bahwa disamping syarat dan rukun yang lain, wali merupakan salah satu rukun yang mutlak harus ada dalam suatu akad perkawinan, kemudian mengenai kewalian dalam perkawinan tersebut perlu diketahui tentang syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali, siapa saja urutan wali yang berhak menjadi wali dalam perkawinan serta bagimana regulasi tentang wali apabila terjadi perkawinan campuran.  
Dewasa ini banyak perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah perkawinan campuran yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Perkawinan tersebut telah terlaksana tahun lalu yakni tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2023, antara wanita berkebangsaan Filipina bernama Christina Buenafe Bakosa dengan warga asal Bawang bernama Akmad Arifin. Hal tersebut perlu diteliti karena Kepala KUA Kecamatan Bawang juga melihat ada hal yang menarik dari perkara tersebut, dikarenakan mempelai wanita tersebut bukan warga negara Indonesia dengan kondisi wali juga tidak ada, karena wali yang berhak atau keluarga dari mempelai wanita tersebut beragama kristen dan juga jauh.
Kemudian dari KUA melayangkan surat rekomedasi kepada Kedutaan Besar, kemudian dari Kedutaan Besar Filipina di Indonesia akhirnya menyetujui dan memberikan surat permohonan nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023 di Jakarta. Setelah mendapat surat ijin dari Kedutaan Besar, kedua mempelai tersebut melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Bawang, kepala KUA kecamatan Bawang tersebut merasa bingung dikarenakan ada mempelai pengantin perempuan yang bukan berkebangsaan warga negara Indonesia yang ingin mengajukan perkawinan disana dengan alasan bahwa siapa yang berhak untuk menjadi wali dari wanita tersebut, karena beliau bukan berkebangsaan Indonesia dan wali asli dari wanita tersebut yang berada di Filipina beragama Kristen. Sedangkan wali hakim adalah petugas pencatat perkawinan didaerah tersebut yang mendapat mandat oleh Al-Shulthan atau pemimpin untuk menjadi wakil darinya (mewakili Al-Shulthan sebagai wali nikah dari wanita tersebut), sedangkan Al-Shulthan atau qodi bertanggung jawab atau berhak menjadi wali bagi orang yang dibawah pemerintahannya atau mnejadi tanggungan dari Al-Shulthan tersebut, sedangkan wanita tersebut bukan merupakan warga negara Indonesia. Hal inilah yang menjadikan kepala KUA memberi dasar atas kasus tersebut berdasarkan Hadits dibawah :
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّالْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه عاءشة رضي الله عنها)
Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”[footnoteRef:9] [9:  Muhammad Nashiruddin Al-Albani,Shahih Sunan Abu Daud [1]/ Muhammad Nashiruddin Al Albani; penerjemah, Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa’i Utsman; editor, Abu Rania, Ibnu Muhammad Aesim,( Jakarta: Pustaka Azzam,2007), hlm. 810] 


Berdasarkan hadits diatas yang menerangkan di akhir teks hadits tersebut bahwa Asshulthonu waliyyu man la waliyyalaha. Yang berarti bahwa Al-Shulthan atau pemimpin adalah wali dari seseorang perempuan yang tidak memiliki wali sama sekali. Al-Shulthan disini hanya berhak menjadi wali bagi warga negara yang dipimpinnya, itulah yang menjadi latar belakang. Kemudian kepala KUA mencari sumber yang dapat dijadikan sebagai penguat atas dasar hadits tersebut agar pelaksanaan nikah bisa dilakukan di Indonesia, dalam hal ini dilingkungan Kecamatan Bawang di bawah wilayah kekuasaan Kepala KUA Kecamatan Bawang, sebagai otoritas wali hakim di wilayah Kecamatan Bawang, kemudian pernikahan itu bisa dilangsungkan di Kecamatan Bawang dengan melihat fakta-fakta tadi sebagai Al-Sulthan atau pemimpin wilayah setempat.
Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian, mengingat bahwa wali merupakan rukun nikah dan harus dipenuhi, serta bagaimana kedudukan wali hakim tersebut sebagai wali nikah dari warga negara asing yang menikah di Indonesia berdasarkan ketentuan yang termuat dalam hukum posistif dan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat Judul “Kedudukan Wali Hakim bagi Warga Negara Asing yang Menikah di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Batang)” dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

B. [bookmark: _Toc196866485]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:
1. Bagaimana kedudukan wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh KUA sebagai wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di Indonesia?
C. [bookmark: _Toc196866486] Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah: 
1. Untuk mengetahui status hukum wali hakim ketika menjadi wali bagi warga berkewarganegaraan asing yang menikah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan wali hakim sehingga mempunyai hak menjadi wali bagi warga berkewarganegaraan asing yang menikah di Indonesia.

D. [bookmark: _Toc196866487]Manfaat Penelitian
Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak di antaranya :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang ilmiah dalam memahami praktik penerapan wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di Indonesia.
b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refensi akademik bagi peneliti lain.
2. Manfaat Praktis
a. Sebagai bahan informal bagi setiap aktivitas akademika terutama mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang serta pembaca lainnya.
b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.
c. Penelitian ini juga bagi peneliti untuk dapat di pahami dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Praktik Kedudukan Wali Hakim Bagi Warga Negara Asing Yang Menikah Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif di KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
E. [bookmark: _Toc196866488]Tinjauan Pustaka
Pertama, Jurnal yang berjudul “Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas” yang ditulis oleh Shinta Abidasari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2020. Hasil penelitian bahwa perkawinan pada dasarnya harus dicatat agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri beserta akibat hukum. Pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi perkawinan begitu juga antara Pengungsi Asing dengan Warga Negara Indonesia. Pengungsi asing tidak memenuhi ketentuan tersebut dikarenakan tidak adanya pekerjaan dan tempat kediaman (Domisili). Kesimpulan bahwa seorang pengungsi dalam hukum Indonesia tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, hal ini disebabkan pengungsi tidak memiliki kejelasan tempat tinggal sehingga tidak dapat diterbitkan akta perkawinan sesuai dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975.[footnoteRef:10]  [10:  Shinta Abidasari, “Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Pengungsi Asing: Tinjauan Legalitas”, Jurnal Reformasi Hukum, vol. XXIV, no.1, Januari-Juni 2020, hlm.77-96] 

Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang akan saya tulis adalah apabila dalam jurnal tersebut pernikahannya tidak sah karena mempelai tersebut merupakan pengungsi asing dengan ketidakjelasan statusnya yang menjadikan terhalangnya diterbitkan akta perkawinan sesuai pasal 12 PP No 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam skripsi saya perempuan tersebut jelas berkewarganegaraan Filipina dan mendapat izin dari kedutaan besar serta melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sehingga akhirnya bisa menikah secara resmi dan legal di Indonesia.  
Kedua, Jurnal yang berjudul “Otoritas Wali Hakim dalam Perkawinan dan Pencatatan Nikah bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia” yang ditulis oleh Ahmad Sa’rani, Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Malang Tahun 2018. Hasil penelitian bahwa Perkawinan dan pencatatan nikah dengan wali hakim terhadap warga Negara asing (WNA) yang dalam hal ini berkewarganegaraan Malaysia di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan antara lain adalah Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kedua,Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Ketiga,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain; dan Keempat, surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 Perihal Fatwa perkawinan Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.[footnoteRef:11] [11:  Ahmad Sa’rani, “Otoritas Wali Hakim dalam Perkawinan dan Pencatatan Nikah bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia”, Jurnal Negara dan Keadilan, vol. 7, no. 2, Agustus 2018.] 

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi yang akan saya buat adalah bahwa dalam jurnal tersebut pernikahan tersbut sah karena sesuai dengan administrasi dan Undang-Undang yang berlaku sehingga dapat dilaksanakan dan dikeluarkan akta nikahnya, kemudian juga perbedaan tempat penelitiannya, bahwa mahasiswa dalam penelitian tersebut meneliti di Kantor Kementerian agama di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan dari segi isinya dalam penelitian yang saya lakukan disini bahwa perkawinan yang terjadi adalah perkawinan campuran yang berarti perkawinan tersebut dilaksanakan oleh seorang warga negara Indonesia dan seorang yang berkewarganegaraan asing yang akhirnya menggunakan wali hakim karena memang disini wali hakimlah yang berhak menikahkannya dan juga orang tuanya memang tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena non muslim, sedangkan dalam jurnal tersebut meneliti tentang kedua warga negara yang ingin melaksanakan perkawinan di Indonesia namun kedunaya merupakan warga negara asing dan mengajukan agar walinya adalah wali hakim.
Ketiga, Skripsi yang berjudul “Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan)” yang ditulis oleh Mohammad Syakirin Bin Zahari, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, jika seorang ingin menikah di luar negeri harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Antara prosedur-prosedur itu adalah proses permohonan wali hakim dan wali enggan jika timbulnya masalah seperti wali nasab enggan menikahkan anak. Ditambah lagi, menurut Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002 Kelantan, wali hakim itu adalah “Wali Raja” artinya wali yang ditauliahkan oleh Kebawah DYMM AI- Al-Shulthan Kelantan. 
Di Negeri Thailand hanya 5 wilayah Majlis Agama Islam sahaja ditauliah dan disahkan oleh Kerajaan Kelantan, diantaranya adalah di Satun, Pattani, Narathiwat, Songkhla, dan Yala. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Dalam hal seperti ini, hakim akan melihat samada wali hakim yang digunakan adalah wali hakim bertauliah di kawasannya atau tidak. Jika permasalahan berkait dengan wali adhal atau enggan maka undang-undang di Malaysia sudah menetapkan prosedur ke atasnya.[footnoteRef:12] [12:  Mohammad Syakirin Bin Zahari, “Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri: Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan”, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar raniry Banda Aceh (Aceh, 2019).] 

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan saya buat adalah bahwa didaerah tersebut disahkan apabila sesuai dengan prosedur dan daerah-daerah tersebut memiliki ijin dari Kerajaan Kelantan untuk mentauliahkan atau diwakilkan kewaliannya. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan bahwa perkawinan tersebut terlaksana di Indonesia dan juga mematuhi hukum yang ada di Indonesia dan bukan berdasarkan hukum yang disepakati bersama dengan persekutuan seperti pada Kerajaan Kelantan, kemudian kebolehannya adalah karena mendapat surat ijin dari wali nikah walaupun wali nikah tersebut tidak hadir atau tidak memenuhi syarat  sebagai wali dan juga mendapat ijin dari kedutaan besar setempat. 
Keempat, Jurnal yang berjudul “Eksistensi Wali Hakim Dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI Dan Fiqh Munakahat” yang ditulis oleh Sofia Agustin, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai Tahun 2022. Hasil penelitian tersebut bahwa Kepala KUA ditetapkan legalitasnya untuk menjadi Penghulu atau juga menjadi Wali Hakim dengan cara Tauliah Wali Hakim. Pelaksanaan Tauliah Wali Hakim ini dipandu oleh Kasi (Kepala Seksi) Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten. Pelaksanaan tauliah ini akan didampingi oleh 2 orang saksi. Adapun tujuan dilaksanakan tauliah agar Penghulu yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala KUA dapat bertindak menjadi Wali Hakim bagi calon pengantin wanita yang tidak mempunyai wali yang berhak. 
Eksistensi Wali Hakim dalam menjalani fungsinya menurut kompilasi hukum Islam dan juga Fiqh Munakahat sedikit berbeda. Di dalam KHI Wali Hakim selain menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali dan juga sebagai orang yang mencatat Perkawinan setelah akad pernikahan tersebut berlangsung. Pencatatan ini penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak terpuji seperti menikah berkali-kali tanpa adanya tanggung jawab oleh pihak laki laki. Sehingga akan merugikan pihak perempuan. Dan dapat menghilangkan keharmonisan, ketentraman, kasih sayang di dalam rumah tangga. Waallahualam bissawab. Eksistensi Fungsi Wali hakim menurut Fiqh Munakahat adalah Wali Hakim adalah orang yang dapat menjadi wali nikah apabila perempuan tidak memiliki wali. Sebagian besar pendapat ulama adalah pernikahan yang menggunakan wali hakim apabila perempuan tersebut wali nasabnya tidak ada, wali nasabnya enggan menikahkan perempuan tersebut dengan menggunakan alasan yang tidak syar’i.[footnoteRef:13] [13:  Sofia Agustin, “Eksistensi Wali Hakim dalam Menjalani Fungsi Wali Hakim Menurut KHI dan Fiqh Munakahat”, Jurnal Az-Zawajir, vol. 3, no.1] 

Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang akan saya buat adalah otoritas sebagai wali hakim dan juga sebagai pencatat nikah berdasarkan KHI dan Fiqih Munakahat tersebut sesuai dan sah dilakukan karena kejelasan fungsi yang dilakukan oleh Kepala atau wali hakim di daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang saya buat adalah kebolehan atau kedudukan wali hakim bila menjadi wali untuk warga negara asing yang memang dalam aturannya harus memenuhi beberapa prosedur, sehingga pernikahan tersebut dapat dilaksanakan, disahkan serta dapat dikeluarkan akta pernikahannya.
Kelima, Jurnal yang berjudul “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” yang ditulis oleh Fathonah K. Daud dan Ramdani wahyu Sururuie, Jurnal Akademika Desember 2021. Hasil penelitian bahwa pernikahan perempuan tanpa wali menurut hukum positif di Indonesia adalah tidak sah. Meskipun telah ditemukan adanya pendapat dari mazhab Hanafi dan Syiah Imamiyah bahwa perempuan dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan catatan bahwa calon lelakinya adalah sederajat (sekufu). Apabila tidak sekufu, wali berhak memaksa anak perempuannya. Namun, karena produk hukum di Indonesia adalah menganut mazhab Syafi’i, maka hukum perempuan yang menikah tanpa wali adalah dipandang batal. Hal ini berdasarkan argumentasi mazhab Syaf’i yang berlandaskan kepada hadits Nabi saw yang sangat popular, “tidak sah pernikahan tanpa wali”. Adapun bagi perempuan yang tidak punya wali atau walinya adhal, maka menggunakan wali hakim. Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali tidak membenarkan seorang perempuan, gadis atau janda, menikahkan dirinya sendiri.[footnoteRef:14] [14:  Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, Jurnal Akademika, vol. 15, no 2, Desember 2021.] 

Perbedaan tulisan tersebut dengan skripsi yang akan saya buat adalah apabila dalam tulisan tersebut adalah lebih menitikberatkan pada status wali nikah dan otoritasnya sebagai wali, dan status kewarganegaraannya pun masih dalam negeri atau bukan pernikahan campuran. Sedangkan dalam skripsi yang saya tulis adalah status wali hakim sebagai wali dari mempelai perempuan yang berkewarganegaraan asing (WNA) atau pernikahan campuran dan kedudukannya sebagai wali hakim (Kepala KUA) sehingga berani mengambil langkah menikahkan. Kemudian Jurnal tersebut menggunakan studi library research sedangkan skripsi yang saya buat adalah yuridis empiris atau berdasarkan keadaan lapangan atau kasus nyata.
Dalam Jurnal tersebut juga membahas mengenai bahwa status tanpa walinya adalah karena perempuan sekarang dinilai karena kemadirian dan kematangan perempuan oleh karena itu berhak untuk memilih dan menikah tanpa adanya wali, Sedangkan dalam kasus yang saya teliti adalah karena status walinya yang tidak memenuhi syarat dan juga jauh sebagai alasan udzur syar’i sehingga bisa diganti oleh wali hakim. 

F. [bookmark: _Toc196866489]Metodologi Penelitian 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan serta supaya penelitian berjalan sesuaik dengan kaidah yang berlaku, maka dalam menelaah, mengumpulkan data dan penjelasan dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yaitu Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto penlitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara identifikasi hukum, norma hukum yang berlaku di masyarakat, dan norma hukum yang tidak tertulis dan efektivitas hukum, penelitian hukum yang berlaku di masyarakat.
Sedangkan metode pendekatan Penelitian ini adalah pendekataan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dilakukan secara langsung ke KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.
2. Sumber Data
a. Sumber data Primer 
Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau informan. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.
Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu: metode wawancara. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Moch Fatchurrohman M.Sy, selaku Kepala KUA di Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.  
b. Sumber data Sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen/publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.[footnoteRef:15] Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data berupa catatan atau surat-surat yang ada di KUA Kecamatan Bawang Batang. [15:  Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 13.] 

3. Bahan Hukum 
Pengelompokkan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya dibagi menjadi 3 diantaranya yaitu: 
a. Bahan Primer 
Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundangundangan, putusan pengadilan dan traktat.[footnoteRef:16] Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Perspektif Hukum Islam. [16:  Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm 62.] 

b. Bahan sekunder 
Bahan sekunder merupakan bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal online).[footnoteRef:17] Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu Jurnal jurnal yang berkaitan dengan pernikahan dan buku buku tentang munakahat, serta buku buku tentang aturan yang mengatur tentang prosedur pernikahan. [17:  Peter Mahmud marzuki, op.cit, hlm. 155] 

c. Bahan tersier
Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus dan buku pegangan.
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi. mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan pharaprase (menyatakan kembali isi jawaban interview dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Disamping itu, dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan “probing” (rangsangan, dorongan).[footnoteRef:18] Informan dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. [18:  Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta : Bumi Raksa, 2013), hlm 161] 

b. Observasi
Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertetu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan (site) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspekif individu yang terlibat tersebut.[footnoteRef:19]  [19:  Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Depok: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm 131-132.] 

c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.[footnoteRef:20] Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini adalah bukti pencatatan perkawinan serta notulensi berdasarkan keterangan dari pihak yang bersangkutan. [20:  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2010), hlm 274.] 

5. Metode Analisis Data
Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.
Langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:
a. Data Reduction (Reduksi Data) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.[footnoteRef:21] Data yang terkumpul dibaca, dipelajari, dan ditelaah, kemudian mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap fokus pada tujuan yang penulis lakukan.[footnoteRef:22] Data reduksi dalam penelitian ini yaitu berupa data-data hasil dari wawancara oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Bawang, subjek penelitian dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahap awal yang dilakukan penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban interview pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis menelaah hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data. [21:  Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 338.]  [22:  Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 247.] 


b. Data Display (Penyajian Data) 
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang Praktik Wali Hakim sebagai wali bagi WNA di Indonesia di KUA kecamatan Bawang.
c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi 
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles Huberman  adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yangdikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[footnoteRef:23] Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan diitarik kesimpulan yatitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan Praktik wali hakim yang menjadi wali bagi warga negara asing yang menikah di Indonesia. [23:  Lexy J Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 248] 

G. [bookmark: _Toc196866490]Sistematika Penulisan
Agar pembahasan menjadi terarah dan mudah dipahami, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulisan skripsi diawali dengan bagian muka yang memuat halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 
Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, adalah kajian teori. Bab ini berisi tentang konsep perkawinan campuran, Syarat sah perkawinan campuran menurut hukum positif, Prosedur perkawinan campuran dalam hukum positif, Prosedur Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam, konsep Wali, Dasar Hukum Wali berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, Urutan pembagian Wali berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, Syarat-syarat sebagai Wali brdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
Bab ketiga, adalah data. Bab ini berisi tentang Gambaran Umum KUA Kecamatan Bawang, Pernikahan Campuran dengan Wali Hakim Sebagai Wali bagi Warga Negara Asing yang Menikah Di KUA Kecamatan Bawang. 
Bab keempat, adalah hasil analisis. Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis mengenai kedudukan Wali Hakim bagi Warga Negara Asing yang Menikah di Indonesia berdasarkan perspektif hukum positif dan Hukum Islam, kesesuaian dasar yang digunakan oleh KUA dalam menjadi wali hakim berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
Bab kelima, adalah penutup. Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari seluruh isi penelitian, saran dan penutup.
[bookmark: _Toc196866491]BAB II
KONSEP PERKAWINAN CAMPURAN DAN WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. [bookmark: _Toc196866492]Perkawinan Campuran
1. Pengertian perkawinan campuran
Perkawinan campuran di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 57 UU No.1 tahun 1974 yang dulunya diatur dalam Stb. 1898 No. 158, yang dalam isinya sendiri memiliki beberapa perbedaan. Menurut Stb. 1898 No. 158 perkawinan campuran adalah Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan.[footnoteRef:24] [24:  H. Nawawi. N, Perkawinan Campuran Problematika dan solusinya (Palembang: Balai Diklat Keagamaan) hlm 4] 

Menurut Pasal 1 GHR tersebut, maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:[footnoteRef:25] [25:  H. Nawawi. N, Perkawinan Campuran Problematika dan solusinya (Palembang: Balai Diklat Keagamaan) hlm 5] 

a. Perkawinan campuran internasional, yaitu antara warga negara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
b. Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat.
c. Perkawinan campuran antar golongan (intergentiel).
Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing; (3) Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab.
d. Perkawinan Campuran Antar Agama
Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 .M dianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran." Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haaq pada Tahun 1900.
Menurut Pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[footnoteRef:26] [26:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 Tentang Perkawinan] 

Berdasarkan penuturan pasal diatas bisa diambil kesimpulan bahwa unsur yang terdapat perkawinan campuran yang ada sekarang atau berdasarkan UU perkawinan adalah sebagai berikut:[footnoteRef:27] [27:  Ria Rafika, “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif: Studi Pekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (Lampung: 2019).] 

a. perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita
b. di lakukan di Indonesia yang tunduk terhadap hukum yang berlainan
c. diantara keduanya kewarganegaraanya berbeda
d. salah satu pihak dari calon berkewarganegaraan Indonesia
Apabila dibandingkan antara UU No 1 Tahun 1974 dengan Stb. 1898 No. 158, dapat dilihat perbedaan yang banyak diantara keduanya, dikarenakan Stb. 1898 No. 158 memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan UU perkawinan yang ada sekarang. Karena dalam UU Perkawinan yang sekarang hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia. sedangkan, Perkawinan campuran menurut Stb. Tahun 1898 No. 158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.
Kemudian untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinanya sah, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil.[footnoteRef:28] [28:  H. Nawawi. N, Perkawinan Campuran Problematika dan solusinya (Palembang: Balai Diklat Keagamaan) hlm 5.] 

Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan campuran yang termuat dalam Stb. 1898 No. 158 tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Syarat sah perkawinan campuran menurut hukum positif.
Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak.[footnoteRef:29] Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal (2) UU No. I Tahun 1974 yang menyebutkan:[footnoteRef:30] [29:  Pasal 60 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974.]  [30:  Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.] 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di Kantor Catatan sipil.
 Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing yaitu:[footnoteRef:31] [31:  Pasal 24 No 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.] 

a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
d. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
e. melampirkan akta cerai;
f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
g. melampirkan fotokopi paspor;
h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
3. Prosedur perkawinan campuran dalam hukum positif.
Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat Perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagainya.[footnoteRef:32] Berikut ini prosedur perkawinan campuran di Indonesia : [32:  pasal 6 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] 

a. Dokumen
Masing-masing calon mempelai mempersiapkan dokumen yang diperlukan yaitu:
W N I
Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:[footnoteRef:33] [33:  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 4 No 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.] 

a.surat pengantar perkawinandari kelurahan tempat tinggal calon pengantin; 
b. fotokopi akte kelahiran; 
c. fotokopi kartu tanda penduduk; 
d. fotokopi kartu keluarga; 
e.surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; 
f. persetujuan kedua calon pengantin; 
g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; 
h. izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tuaatau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu;
i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun;
k. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian Republik Indonesia;
l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

W N A
Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing yaitu:[footnoteRef:34]  [34:  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 24 No 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.] 

a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
b. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
d. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
e. melampirkan akta cerai;
f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
g. melampirkan fotokopipaspor;
h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada AktaPerkawinan; dan
i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

b. Pendaftaran Perkawinan.
Menurut Peraturan Menteri Agama no 19 Tahun 2018 Berikut urutan pendaftaran perkawinan:[footnoteRef:35] [35:  Peraturan Menteri Agama no 19 Tahun 2018] 

Pasal 3
(1) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.
(2) Pendaftaran kehendak perkawinandilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
(3) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinandilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.
Pasal 5 
(1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 
(2)   Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami,calon istri, dan wali atau wakilnya. 
(3) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan. 
(4) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. 
(5)   Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali,Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu. 
(6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. 
(7)   Pemeriksaan dokumen perkawinanyang dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan,serta helai kedua disimpan oleh P4. 
(8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.
Pasal 7 
(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 4, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan. 
(2) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat. 
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) harikerja sejak pendaftaran perkawinan. 
(4) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari camat di wilayah akad dilaksanakan. 
Pasal 8 
(1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan. 
(2) Akad dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
c. Setelah Pelaksanaan Pernikahan
Setelah terjadinya perkawinan campuran tersebut maka tentunya ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh kedua orang yang telah melaksanakan perkawinan campuran tesebut. Menurut pasal 26 ayat (1) UU No 12 Tahun 2006 menyatakan:[footnoteRef:36] “Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. Selain itu, laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri akibat perkawinan tersebut.” Tapi jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia, maka yang bersangkutan dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada pejabat atau perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. [36:  Pasal 26 Ayat 1 Undang Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia] 

4. Prosedur Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam
Dalam Hukum Islam tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang berbeda kewarganegaraanya. Hanya disyaratkan bahwa kedua mempelai tersebut beragama Islam, atau secara umum bahwa kedua mempelai harus seiman. Karena agama Islam telah masuk di Nusantara ini sejak ratusan tahun silam, maka tidak menutup kemungkinan ajaran norma agama Islam juga ikut mewarnai nilai-nilai yang hidup berkembang di masyarakat Indonesia. Hukum Islam menyatu dengan kehidupan masyarakat. Hukum Islam menjadi bagian dari hukum adat dan membumi di Indonesia.[footnoteRef:37] [37:  Ali Imron, “Pelembagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila”, Wahana Akademika vol. 1 no. 2, 2014.] 

Karena memang pada awalnya aturan aturan yang ada di Indonesia belum ada pembukuan yang dalam perkawinan tersebut hanya berdasarkan hukum Islam atau fiqh klasik. Namun, adanya perkembangan ada rumusan untuk hukum-hukum islam tersebut akhirnya dijadikan sebagai produk hukum. 
Dalam bidang hukum perdata Islam, misalnya hukum perkawinan dan kewarisan, ketentuan yang ada dalam fikih dapat dijadikan sebagai norma hukum positif di Indonesia atau menjadi undang-undang sepanjang sesuai dengan substansi UUD 1945 dan telah lolos filter screening board Pancasila. Apabila fikih perkawinan dan kewarisan telah lolos seleksi screening maka dapat dijadikan sebagai hukum positif nasional Indonesia.[footnoteRef:38] [38:  Ali Imron, “Pelembagaan Hukum Perdata Islam Di Indonesia Melalui Screening Board Pancasila”, Wahana Akademika vol. 1 no. 2, 2014.] 

Jadi secara hukum Islam atau fiqh klasik sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Akan tetapi, aturan mengenai perkawinan campuran diatur didalam hukum islam yang telah dikembangkan menjadi hukum positif, yang didalamnya mendapat pembaruan agar bisa sejalan dengan keadaan dimasa kini.
Kemudian apabila kedua mempelai tersebut berada di Indonesia kemudian bukan beragama Islam maka perkawinan mereka dilaksanakan sesuai kepercayaanya yang kemudian diurus atau dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Namun apabila kedua mempelai beragama Islam, maka pencatatan perkawinan dilakukan di KUA kemudian dilangsungkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku.
Undang-undang yang mengatur pencatatan pernikahan berdasarkan agama adalah Pasal 2 PP No 9 Tahun 1975 yang berbunyi:[footnoteRef:39] Bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan nikah, Talak, dan Rujuk. Dan Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:[footnoteRef:40] [39:  Pasal 2 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975]  [40:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kemenag RI, 2018). Hlm 5.] 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang N0. 22 Tahun 1946 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. 
Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur, guna melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat administrasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan juga tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.

B. [bookmark: _Toc196866493]Wali
1. Pengertian Wali.
Wali berasal dari kata ‘Arab yang bentuk maṣdar (defenite)-nya adalah al-waliy. Waliy menurut bahasa, berasal dari kata kerja waliya-yaliy-wilayatan (ولي- يلي- ولاية). Kata ini tergolong fi’il (kata kerja) yang muta’adiy binafsih (transitif) dan juga muta’addiy dengan ‘ala (transitif dengan bantuan kata depan ‘alā). Artinya adalah “menolong”. Bentuk jamak dari kata alwaliy adalah awliyā`. Kata al-waliy merupakan kata dalam bentuk isim fa’il yang berarti orang yang melakukan. Sehingga dengan demikian arti menurut bahasa dari kata al-waliy adalah “orang yang menolong”.[footnoteRef:41] [41:  Soraya Devy, Wali nikah urutan dan kewengannya dalam perspektif imam madzhab (Aceh: Bravo Darussalam) Cetakan pertama 2017, hlm 8-9] 

Kata al-wilāyah berasal dari al-waliy yang berarti juga al-qarb, atau yang dekat. Yaitu, kedekatan secara hukum yang terwujud karena adanya perbuatan memerdekakan budak atau adanya perhambaan (perbudakan). Kata al-wilāyah menurut syara’ mengandung arti melaksanakan perbuatan hukum atas nama orang lain tanpa mengingat apakah orang yang diwalikan tersebut setuju atau tidak.[footnoteRef:42] [42:   Soraya Devy, Wali nikah urutan dan kewengannya dalam perspektif imam madzhab (Aceh: Bravo Darussalam) Cetakan pertama 2017, hlm 9] 

Secara terminologi, wali nikah adalah orang yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah. Menurut Sudarsono, wali nikah adalah pihak yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara lakilaki dan perempuan. Wali hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.[footnoteRef:43] [43:  Ahmad Yatim, Persepsi Masyarakat terhadap wakil wali nikah (tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia) Pascasarjana IAIN Metro Lampung (Lampung: 2020). Cetakan 1, hlm 23.] 

Adapun yang dimaksud dengan perwaliaan secara terminolgi para fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah "kekuasaan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terkait) atas seizin orang lain. Orang yang mengurusi/menguasai suatu akad atau transaksi disebut wali. Secara harfiyah yang mencintai teman dekat, sahabat, yang menolong sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang menurus perkara atau urusan seseorang.[footnoteRef:44] [44:  Amin Suma, Hukum Islam di Dunia Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), Ed Rev 2, hlm. 134] 

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukanya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan dia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan atau diwakilkan dengan walinya.[footnoteRef:45] [45:  Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm 201.] 

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan wali ialah orang yang menurut hukum (Agama, Adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa. Wali juga bisa di artikan sebagai orang suci penyebar agama dan wali adalah pelindung serta penolong.[footnoteRef:46] [46:  Frista Artmanda W, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang, Lintas Media), hlm 347] 

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali adalah orang yang bertindak mengizinkan atau mengakadkan nikah itu sendiri sehingga akadnya menjadi sah.[footnoteRef:47] [47:  Ahmad Yatim, Persepsi Masyarakat terhadap wakil wali nikah (tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia) Pascasarjana IAIN Metro Lampung (Lampung: 2020). Cetakan 1, hlm 23-24] 

Islam menetapkan tanggung jawab wali sangat besar terhadap orang-orang yang di bawah perwaliannya. Seperti menolongnya, mencukupi keperluannya, mengawasinya dan membiayainya. Apabila ayah tidak ada atau meninggal, maka perwalian akan beralih kepada orang terdekat atau kakeknya. Oleh demikian ada yang memberi pengertian wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki hak otoritas secara syar’i untuk menikahkan seseorang yang berada dalam perwaliannya, tanpa harus terikat persetujuan orang lain terlebih dahulu.
2. Dasar Hukum Wali
a. Dasar hukum wali berdasarkan hukum Islam
Firman Allah surat al-Baqarah ayat 221: 
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْاۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ 
“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”(Q.S. [Al Baqarah]: 221) [footnoteRef:48] [48:  Kementerian Agama RI, Al Qur’an. (Jakarta, 2001) hlm 32. ] 

Penggalan ayat ini memang diarahkan (dikhitabkan) untuk para wali dan para wanita yang hendak dinikahkan. Karena didalamnya mengandung unsur perintah kepada wali bahwa wanita muslim tidak boleh dinikahkan dengan pria non muslim, hal ini juga menunjukkan peranan wali dalam memegang unsur penting perkawinan yakni dapat menjaga kepentingan perkawinan serta syariat itu sendiri.
Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil, sehingga keberadaan wali nikah merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya.
Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 232: 
وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكُمْ اَزْكٰى لَكُمْ وَاَطْهَرُۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”(Q.S. [Al Baqarah]: 232).[footnoteRef:49] [49:  Kementerian Agama RI, Al Qur’an, (Jakarta, 2001) hlm 35.] 

Juga diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah Hadis berikut:

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 
“Dari Abi Burdah dari Abi Musa Berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak ada nikah (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali”.
Hadis ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan (penafian) dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat ashabah-nya, bukan dari kerabat dzawil arham. Hadis tersebut mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus ada wali nikahnya, tidak sah nikah tanpa adanya wali nikah karena wali nikah adalah salah satu rukun dalam akad nikah.[footnoteRef:50] [50:  Ahmad Yatim, Persepsi Masyarakat terhadap wakil wali nikah (tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia) Pascasarjana IAIN Metro Lampung (Lampung: 2020). Cetakan 1, hlm 29] 

b. Dasar hukum wali berdasarkan hukum positif
Dasar hukum positif mengenai wali diterangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 yang berbunyi: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”[footnoteRef:51] [51:   Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018), hlm 12 ] 

Dan dikuatkan oleh bunyi Pasal 22: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”[footnoteRef:52] [52:  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018), hlm 14] 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.[footnoteRef:53] Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri”.[footnoteRef:54] [53:  Pasal 6 ayat 2 Undang Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan]  [54:  Pasal 26 ayat 1 Undang Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.] 

Peraturan mengenai izin wali nikah bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pasal 54 menyebutkan bahwa bagi WNA yang ingin menikah dengan WNI di Indonesia, perlu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di negara asalnya (wali nikah). Hal ini juga berlaku bagi mereka yang ingin menikah dengan WNI dan bertempat tinggal di Indonesia.[footnoteRef:55] [55:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 54 no 9 tahun 1975] 

Pasal 56 memberikan penjelasan tentang prosedur dan persyaratan izin yang perlu dipenuhi oleh WNA yang menikah dengan WNI, termasuk persetujuan wali nikah (baik dari pihak pria maupun wanita).[footnoteRef:56] [56:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 56 no 9 tahun 1975 ] 

Selain itu, peraturan ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Perkawinan Beda Agama, yang mengatur prosedur pernikahan dengan pasangan WNA yang melibatkan izin khusus dari wali nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan beberapa bunyi dalil atau pasal diatas sudah jelas bahwa wali nikah atau wali dalam perkawinan merupakan hal yang urgent karena merupakan bagian syarat sahnya nikah, maka apabila wali tersebut tidak hadir atau memberikan persetujuannya maka perkawinan tersebut tidak sah atau dapat dibatalkan.
3. Urutan dan Pembagian Wali
Dalam hukum Islam para imam madzhab fiqh telah memberikan pembagian atau tata urutan wali dalam perkawinan sebagai berikut:
a. Urutan Wali Menurut Imam Hanafi.
Mazhab Hanafiyah mengklasifikasi kewalian dalam tiga bentuk: kewalian terhadap jiwa (al-wilāyah ‘alā al-nafs), kewalian terhadap harta (al-wilāyah ‘alā al-māl) dan kewalian terhadap harta dan jiwa (alwilāyah ‘alā al-nafs wa al-māl ma’an). Kewalian dalam pernikahan termasuk masalah kewalian terhadap jiwa. Kewalian dalam pernikahan terbagi pada dua bentuk: kewalian yang dapat memaksa (wilāyah al-ijbār) dan kewalian yang dapat memilih (wilāyah al-ikhtiyār). Kewalian yang dapat memaksa terjadi karena hubungan kekerabatan (al-qarābah), perhambaan (al-milk), pernikahan (al-walā’), dan kekuasaan (imāmah).[footnoteRef:57] [57:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 199] 

Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-’aṣābah-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan.[footnoteRef:58] Hal ini didasari oleh النِّكَاحُ اِلَى العَصَبَاتِ ‘Aṣābah adalah satu istilah kewarisan yang berarti ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dan yang menunjukkan waris yang paling dekat kepada yang meninggal (mayit). Dalam konteks wali nikah, pihak ‘aṣabah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan.[footnoteRef:59] [58:  Al-Syawkāniy, Fath al-Qadir, Jilid II, (Beirūt: Dār alMa’rifah, Cet. II,1997), hlm. 405 ]  [59:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 199] 

Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Imam Abū Hanifah adalah sebagai berikut[footnoteRef:60]:  [60:  Al-Syaikh Nizam al-Hammam, al-Fatāwa al-Hindiyyah, Jilid I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 283] 

1). Anak laki-laki (al-ibn)
2). Anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya ke bawah
3). Ayah
4). Kakek (ayah dari ayah atau al-jadd atau āb al-āb ) dan seterusnya ke atas. Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (ibn) atau ada kakek dan anak laki-laki (ibn ) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (al-ibn). Demikian menurut Imam Abū Hanifah dan Burhān al-Dīn Mahmud ibn Tāj al-Dīn.[footnoteRef:61] Menurut Muhammad al-Syaibāniy, ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) itulah yang menjadi wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan di dalam Syarh al-Tahāwi, hendaknya ayah perempuan yang gila (almajnūnah) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibunya yang gila itu.[footnoteRef:62]  [61:  Ibid.]  [62:  Ibid.] 

5) Saudara kandung laki-laki 
6). Saudara laki-laki seayah 
7). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah 
8). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah 
9) Paman kandung (‘amm li abawain) 
10). Saudara laki-laki ayah seayah (‘amm li āb) 
11). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (ibn ‘amm li abawain) dan seterusnya ke bawah. 
12). Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (ibn al- ’amm li āb)
13). Paman kandung ayah (‘amm al-āb li abawain) dan anak laki-lakinya 
14). Paman ayah seayah (‘amm al-ab li āb) dan anak anak laki-lakinya 
15). Paman kandung kakek (‘amm al-jad li abawain) dan anak anak laki-lakinya 
16) Paman kakek seayah (‘amm al-jadd li āb) dan anak anak laki-lakinya 
17) Orang laki-laki merupakan ‘aṣābah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (ibn ‘amm ba’id). Semua orang-orang yang tersebut di atas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang ahliyyah al-adā`nya.[footnoteRef:63]  [63:  Ibid.] 

18) orang yang memerdekakan hamba 
19) Al-Shulthan atau qadi
Mazhab Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy,[footnoteRef:64] memberikan beberapa catatan mengenai kewenangan wali. [64:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 207] 

Pertama, penguasa (Al-Shulthan) atau wakilnya (qadi) adalah termasuk wali nikah karena ia merupakan wakil dari segenap kaum muslimin berdasarkan hadis “penguasa (Al-Shulthan) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”. Al-Shulthan atau qadi tidak dapat menikahkan perempuan yang masih kecil atau dari kesaksian orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya.
Kedua, penerima wasiat tidak dapat menikahkan perempuan yang masih kecil walaupun penerima wasiat mendapat wasiat dari ayah si perempuan. Lebih jauh tentang status penerima wasiat, di kalangan Hanafiyah sendiri terjadi perbedaan pendapat. ‘Ali al-Sabiq pendapat bahwa wali nikah diserahkan kepada ‘aṣābah النِّكَاحُ اِلَى العَصَبَاتِ Teori ini menunjukkan bahwa penerima wasiat tidak termasuk kategori ‘aṣābah sehingga penerima wasiat tidak berhak menjadi wali.
Ketiga, jika terjadi pelaksanaan pernikahan dalam waktu yang bersamaan maka yang dianggap sah adalah wali yang paling dekat terkecuali wali yang paling dekat dalam keadaan masih kecil atau dalam keadaan gila.
Keempat, jika wali dari unsur aṣābah tidak ada maka kewalian berpindah ke unsur zawil arhām dan juga diurut berdasarkan yang paling terdekat. Unsur zawil arhām itu adalah: 
1) Ibu 
2) Ibu si ayah (nenek) 
3) Ibu si ibu (nenek) 
4) Cucu perempuan dari anak laki-laki 
5) Cucu perempuan dari anak perempuan 
6) Ayah dari Ibu (kakek) 
7) Ayah dari ibu si ayah 
8) Unsur saudara dari jaringan perempuan 
9) Unsur paman dari jaringan perempuan 
10) Unsur pakcik dari jaringan perempuan 
11) Hakim
Mazhab Hanafiyah menawarkan 19 urutan wali nikah dengan titik sentral perwalian pada anak laki-laki dan cucu laki-laki. Urutan anak laki-laki dan cucu lakilaki menurut perspektif Mazhab ini lebih dekat (alwaliyy al-aqrab) kepada wanita yang akan menikah daripada kakek atau ayah yang dalam perspektif ketiga Mazhab besar lainnya adalah berkedudukan sebagai wali yang dapat memaksa (al-waliyy al-mujbir) untuk menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kedua wali di atas -anak laki-laki dan cucu laki-laki juga lebih dekat kepada wanita yang akan menikah daripada saudara laki-laki.
b. Urutan Wali menurut Imam Malik
Kalangan Mazhab Māliki mengklasifikasikan kewalian pada dua macam: kewalian khusus (al-wilāyah al-khāṣṣah) dan kewalian umum (al-wilāyah al- ‘āmmah). Kewalian khusus ada lima jenis: ayah, orang yang diberi wasiat oleh si ayah, golongan aṣābah, mawla, dan penguasa. Kewalian ini muncul karena ada enam penyebab: hubungan kebapakan (al-abwah), wasiat (al-iysā’), asābah (al- ‘uṣubah), perhambaan (almilk), pemeliharaan (al-kafālah), dan kekuasaan (alsultānah). Kewalian umum (al-wilāyah al-‘āmmah) terjadi karena hubungan keagamaan (keIslaman). Kewalian ini dapat terjadi bagi setiap muslim untuk mewakili seorang perempuan dalam menjalani akad dengan syarat perempuan tersebut tidak mempunyai ayah atau yang menerima wasiat dari ayahnya dan perempuan tersebut berstatus perempuan yang tidak mempunyai kecantikan, harta dan keturunan (dani’ah). Mālikiyah mengklasifikasi wali nikah ke dalam wali mujbir (wāliy mujbir) dan bukan mujbir (ghair mujbir).[footnoteRef:65] [65:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 189-190] 

Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Māliki ialah sebagai berikut: 
1).Wali mujbir adalah pemilik budak (walaupun ia perempuan), ayah dan wasiyat ayah. 
2).Anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki tersebut anak zina dari seorang perempuan yang pernah kawin secara sah sebelum berzina dan pernah digauli oleh suaminya. Anak zina laki-laki yang demikian lebih didahulukan dari wali-wali yang lain. Sedang anak zina laki-laki dari ibu yang belum pernah menikah secara sah sebelum berzina, hak perwaliannya dikemudiankan dari hak perwalian ayah perempuan, karena ayah merupakan wali mujbir bagi anak perempuannya.
3). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn)
4). Ayah yang bukan wali mujbir dengan syarat ayah tersebut adalah ayah syar’iy. Yang dimaksud dengan ayah yang bukan wali mujbir ini adalah seorang anak yang ibunya pernah berzina dengan ayah tersebut sebelum kedua orang (ayah dan ibu) menikah secara sah. Tetapi jika bukan menjadi ayah syar’iy artinya ayah tersebut tidak menikah dengan ibu anak, maka ayah ini tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya; 
5). Saudara laki-laki kandung 
6).  Saudara laki-laki seayah. Ada yang berpendapat bahwa saudara laki-laki seayah setingkat dengan saudara kandung laki-laki. 
7). Anak laki-laki dari saudara laki-laki. 
8).Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dan tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ini dalam pendapat lain dinyatakan sederajat dengan anak laki-laki saudara kandung laki-laki seperti halnya bapak-bapaknya.
9) Kakek 
10) Paman kandung (‘amm li abawain) 
11) Anak paman kandung (ibn al’amm li abawain) 
12) Paman seayah (‘amm li āb) 
13) Anak laki-laki paman seayah (ibn al-‘amm li āb) 
14) Ayah kakek (āb al-jad)
15) Paman ayah (ākh al-jad) 
16) Orang yang memerdekakan perempuan tersebut 
17) Orang yang merawat perempuan yang akan menikah. 
19) Hakim. 
20) Semua umat Islam laki-laki.
Mazhab Mālikiyah memberikan catatan tentang status kewalian hakim sebagai berikut. Pertama, wali hakim adalah hakim yang khusus menangani masalah pernikahan perempuan tersebut, bukan hakim yang memutuskan perwalian atas harta anak perempuan tersebut. Kedua, wali hakim tersebut tidak boleh menikahkan perempuan tersebut tanpa izin dan tanpa kerelaan perempuan yang bersangkutan.
Dalam hal kewalian segenap kaum muslimin, Mazhab Māliki berpendapat bahwa seorang perempuan yang tidak mempunyai wali mujbir dan wali yang bukan mujbir, dapat menyerahkan dirinya kepada salah seorang laki-laki di antara umat Islam untuk menikahkan dirinya kepada salah seorang laki-laki yang ia kehendaki, sekalipun perempuan tersebut mempunyai wali asal bukan wali mujbir. Namun dengan syarat perempuan tersebut bukan perempuan syarifah.
Berdasarkan urutan wali nikah rumusan Imam Mālik di atas terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Pertama, Imam Mālik tidak menempatkan kakek sebagai salah satu wali mujbir. Bahkan, kakek ditempatkan pada urutan nomor sembilan di bawah anak dan cucu. Ini berarti bahwa Imam Mālik menilai bahwa anak dan cucu laki-laki lebih dekat kenasabannya kepada wanita yang akan menikah daripada kakek. Dalam hal ini pula, Imam Mālik nampaknya melihat kedudukan dan peran Kakek lebih minim dalam proses pemeliharaan cucu perempuan sejak masa kecil hingga usia laik menikah. Hal ini berbeda dengan pandangan para Imam Mazhab lainnya, misalnya, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syāfi’iy justru berpandangan bahwa kakek hampir sama dengan ayah dalam hal pemeliharaan cucu perempuan. Dugaan yang dapat diajukan, mungkin fungsi kakek pada setting kemasyarakatan wilayah Mazhab Māliki tidak terlalu besar terhadap cucu perempuan. Artinya, Kakek tidak terlibat secara langsung dalam memberikan nafkah, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan bagi cucu perempuannya. Kedua, Imam Mālik memberikan tempat khusus kepada anak laki-laki meskipun ia lahir dari hasil perzinahan. Anak laki-laki yang lahir dari hasil zina dengan syarat perempuan tersebut telah menikah dan pernah digauli oleh suaminya sebelum perzinahan terjadi menempati posisi kedua setelah wali mujbir. Ketiga, semua umat Islam laki-laki dapat menjadi wali ketika ia tidak mempunyai wali mujbir dan wali ghair mujbir.
c. Urutan Wali menurut Imam AsSyafi’i
Kalangan Mazhab Syāfi‘iy mengajukan klasifikasi wali pada dua macam: kewalian yang dapat memaksa (Wilāyah ijbāriyyah) dan kewalian yang dapat memberikan pilihan (wilāyah ikhtiyāriyyah).[footnoteRef:66] Klasifikasi yang diajukan oleh al-Syāfi‘iy lebih sederhana daripada yang diajukan oleh kedua imam sebelumnya. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Syāfi’iyyah ialah sebagai berikut :  [66:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 191] 

1). Ayah
2). Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas 
3). Saudara kandung laki-laki 
4). Saudara laki-laki seayah 
5). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki 
6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
7). Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung 
8). Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah 
9). Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah 
                            10). Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
11). Al-Mu’tiq, yaitu orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali point 11) ini pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. 
12) Hakim.
Bertitik tolak dari dua macam kewalian di atas, tidak ditemukan pada kalangan Mazhab Syāfi‘iy adanya kewalian dari zawil arham (versi Hanafi), kewalian penerima wasiat dan kewalian akibat hubungan seagama (versi Maliki). Kalangan Mazhab Syāfi‘iy tampaknya terikat pada kalangan ‘ashabah, penguasa dan perhambaan.
Apabila sudah tidak ada lagi wali nasab atau wali dari wala`, maka perwaliannya berpindah kepada hakim. Dalam Mazhab al-Syāfi’iyyah, wali mujbir, adalah ayah dan kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas dan al-sayyid atau tuan bagi budak perempuan.[footnoteRef:67] [67:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29] 

Mazhab al-Syāfi’iyyah menawarkan 12 urutan wali nikah dengan representasi dari enam buah pilar secara seimbang. Enam pilar itu adalah wakil dari wali al-mujbir, saudara, anak, paman, mu’tiq, dan hakim. Di satu sisi, urutan ini sangat antisipatif mengingat bahwa aliran ini mempertimbangkan kondisi wanita yang akan menikah. Didahulukannya urutan saudara laki-laki daripada anak menunjukkan bahwa aliran ini lebih menitikberatkan antisipasinya pada wanita yang belum menikah. Rumusan ini berbeda dengan rumusan Mazhab Hanafiyah yang lebih mendahulukan pihak anak daripada pihak saudara dalam menjalankan tugas kewalian. Namun di sisi lain, urutan ini juga menunjukkan bahwa wanita benar-benar dikondisikan sebagai pihak yang lemah karena pada prinsipnya kewalian muncul karena yang diperwalikan itu tidak dapat melakukan tindakan hukum secara sempurna.

d. Urutan Wali Menurut Imam Hambali
Klasifikasi yang diajukan kalangan Mazhab Hanabilah sama seperti yang diajukan oleh Mazhab Syafi‘iy yakni kewalian yang dapat memaksa (wilayah ijbar) dan kewalian yang dapat memberikan pilihan (wilayah ikhtiyar).
Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hanabilah adalah sebagai berikut :[footnoteRef:68]  [68:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Jilid VII, hlm. 207] 

1) Ayah
2) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas 
3) Anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; 
4) Saudara kandung laki-laki 
5) Saudara laki-laki seayah 
6) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki; 
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
8) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung (‘amm li abawain) 
9) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah (‘amm li ab)
10) Anak laki-laki paman kandung (ibn ‘amm li abawain) 
11) Anak laki-laki paman seayah (ibn ‘amm li ab) 
12) Orang yang memerdekakan (al-mu’tiq) 
13) Al-Shulthan atau penguasa
Hampir tidak ada perbedaan rumusan urutan wali yang dikemukakan oleh Mazhab Hanabilah dengan rumusan Mazhab al-Syāfi’iyyah sebelumnya. Seperti sebelumnya, rumusan ini didasari atas pertimbangan aspek kedekatan wanita yang bersangkutan dengan para walinya. Kemungkinan besar aspek kedekatan ini didasari oleh aspek sosiologis dan antroplogis dimana rumusan itu dibentuk. Artinya, pihak kakek lebih dekat kepada wanita daripada saudara laki-laki berdasarkan pengakuan adat setempat. Lantas, kenapa adat mengakui demikian juga disebabkan adanya pertimbangan fungsional. Artinya, diduga kakek lebih banyak fungsinya daripada saudara laki-laki. Dikatakan ini berdasarkan adat ataupun budaya setempat karena fungsi dan kedudukan kakek ini, misalnya, tidak bersifat universal, sangat tergantung pada kondisi setempat.
Adapun dalam Peraturan menteri agama nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 tentang wali nikah, ayat 1 mnegatakan bahwa Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan tentang Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:[footnoteRef:69]  [69:  Pasal 12 peraturan meteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. bapak kandung; 
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut); 
d. saudara laki-laki sebapak seibu; 
e. saudara laki-laki sebapak; 
f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu; 
g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; 
h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); 
i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); 
j. anak paman sebapak seibu; 
k. anak paman sebapak; 
l. cucu paman sebapak seibu; 
m. cucu paman sebapak; 
n. paman bapak sebapak seibu; 
o. paman bapak sebapak; 
p. anak paman bapak sebapak seibu; 
q. anak paman bapak sebapak;
kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 : Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.[footnoteRef:70] [70:  Pasal 13 peraturan meteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang wali nikah] 

Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan mengenai pembagian wali nikah yakni pasal 20 pada ayat 2: Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. Kemudian dilanjutkan keterangan pada pasal berikutnya yakni pasal 21 sebagai berikut:
(1).Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara lakilaki kandung atau saudara lakilaki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki‑laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 
(3) Ababila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah. 
(4)  Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.
Kemudian keterangan wali hakim juga dijelaskan dalam pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.[footnoteRef:71] [71:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI,  2018), hlm 13-15] 

Adapun dari beberapa keterangan diatas maka pembagian wali menurut klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Wali Nasab
Wali nasab adalah orang yang berhak melakukan akad perkawinan dari seorang wanita calon pengantin berdasarkan adanya hubungan darah atau keturunan antara dia dengan wanita calon pengantin tersebut.Wali nasab dapat dibedakan menjadi dua bagian, melihat kepada dekat atau jauhnya hubungan darah (keturunan) antara wali dengan wanita calon pengantin yang dinikahkannya, antara lain :
a. wali akrab
b. wali ab’ad[footnoteRef:72] [72:  Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah (Bandung:PT Alma’arif,1981), jilid ke 2, hlm 7.] 

Wali akrab adalah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita tersebut. Sedangkan wali ab’ad adalah wali yang jauh hubungan darahnya dengan calon pengantin wanita tersebut. Wali akrab ini masih dibagi menjadi dua bagian, yakni:
a. Wali mujbir
b. wali tak mujbir[footnoteRef:73] [73:  Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah (Bandung:PT Alma’arif,1981), jilid ke 2, hlm 7.] 

wali mujbir adalah wali nikah yang memiliki hak untuk memaksa, yaitu ayah dan kakek, yang memiliki wewenang penuh untuk mengawinkan anak atau cucunya yang masih gadis dengan seorang lelaki yang dipilihkan, demi kebahagiaan gadis tersebut.[footnoteRef:74] [74:  Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah dalam Perspektif Dua Madzhab dan Hukum Positif", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2011), Hlm 36] 


2. Wali Hakim
Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah, dalam hal ini Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[footnoteRef:75] [75:  Nova Eliza Safitri, “Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya”, Skripsi UIN Ar Raniry Banda Aceh (Aceh, 2021), Hlm 35] 

4. Syarat-syarat sebagai Wali.
a. syarat menjadi wali berdasarkan hukum Islam.
Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dikutip pula dari Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb:
وَيُفْتَقِرُ الْوَلِي وَالشَاهِدَانِ إِلَى سِتَةِ شَرَائِطَ: الِإسْلَامُ وَالْبُلُوْغُ وَالْعَقِلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُكُوْرَةُ وَالعَدَالَةُ 
“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.[footnoteRef:76] [76:  Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fath Qarib, (Semarang: Nurul Iman) hlm 44.] 

Dari pemaparan di atas, bisa kita pahami bahwa wali dan dua orang saksi dalam pernikahan harus memiliki 6 persyaratan sebagai berikut:
Pertama, Islam. Seorang wali ataupun saksi nikah harus beragama Islam. Dengan demikian apabila wali tersebut kafir, maka pernikahan tidak akan sah, kecuali dalam beberapa kasus yang akan diterangkan di tempat terpisah.
Kedua, baligh. Arti mendasar wali ialah seseorang yang dipasrahi urusan orang lain, yang dalam hal ini adalah perempuan yang akan menikah. Adalah tidak mungkin menyerahkan urusan tersebut pada anak yang masih kecil dan belum baligh. Oleh karena itu syariat mewajibkan wali dan dua orang saksi dalam pernikahan haruslah orang yang sudah baligh.
Ketiga, Berakal. Berakal di sini pengertiannya sama seperti kriteria “berakal” dalam bab lainnya semisal bab shalat.
Keempat, lelaki. Dengan persyaratan ini, maka pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau seorang waria yang berkelamin ganda.
Kelima, Adil. Adil yang dimaksud di sini ialah sifat seorang muslim yang menjaga diri dan martabatnya. Kebalikan dari adil ialah fasiq.[footnoteRef:77] [77:  https://nu.or.id/nikah-keluarga/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah-o58DO diakses 10 oktober 2024] 

Dalam perwalian juga ada golongan wali mujbir sebagai wali mujbir harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni:[footnoteRef:78] [78:  Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah (Bandung:PT Alma’arif,1981), jilid ke 2,hlm 29.] 

1. tidak ada perselisihan  yang nyata diantara wali pihak perempuan.
2. perkawinan yang akan dilaksanakan adalah yang sekufu
3. lelaki yang hendak dikawinkan hendaklah mampu untuk membayar mahar.
4. lelaki atau calon suami tidak memiliki cacat.
Selain ayah dan kakek adalah masuk kategori wali tak mujbir.
Kemudian ada beberapa hal yang dapat menjadikan wali nasab dari pihak perempuan berpindah menjadi wali hakim,diantaranya:[footnoteRef:79]  [79:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.] 

1. Tidak ada wali nasab; 
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali wali aqrab atau wali ab’ad; 
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari perjalanan; 
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui; 
5. Wali aqrabnya ‘adhal; 
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 
7. Wali aqrabnya sedang ihram; 
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan; dan 
9. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.
Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila: 
1. Wanita yang belum baligh; 
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu; 
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan 
4. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.
Apabila kondisi salah satu wali tidak dapat terpenuhi, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkannya itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.[footnoteRef:80] [80:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.] 

Imam Abu Ishaq Al Syirazi dalam kitab Al Muhadzab menjelaskan bahwa:[footnoteRef:81] "Jika wali nasab tidak ada atau jauh sehingga sulit dijangkau, maka hakim atau penguasa dapat mengambil alih sebagai wali untuk menjaga kemaslahatan pernikahan." [81:  Abu Ishaq Al-Syirazi, Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, (Beirut: Dar Al-Maktab Al-Islami, 1995), Juz II, hlm 40.] 

Kutipan ini menegaskan bahwa wali nasab memiliki prioritas utama dalam menikahkan seorang perempuan. Namun, jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka wali hakim sebagai perwakilan otoritas syar'i dapat menggantikan perannya. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga kelancaran akad nikah, yang merupakan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam.
Menurut Al-Syirazi, kondisi "jauh sehingga sulit dijangkau" mencakup situasi di mana wali nasab berada di lokasi yang secara fisik memerlukan waktu atau biaya besar untuk diakses. Situasi ini dianggap sebagai 'udzur (halangan) yang syar'i, sehingga memberikan kewenangan kepada wali hakim untuk bertindak. Ini juga mencakup keadaan darurat lain, seperti ketidakjelasan keberadaan wali atau ketidaksediaan wali untuk melaksanakan akad tanpa alasan yang syar'i.
Ibnu Qudamah dalam Al Mughni menjelaskan bahwa:[footnoteRef:82] "Wali hakim menjadi pengganti jika wali nasab tidak ada, jauh, atau menolak tanpa alasan syar'i." [82:  Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), Juz VII, hlm. 365.] 

Kutipan ini menunjukkan bahwa wali hakim memiliki peran penting dalam situasi darurat atau tidak normal. "Tidak ada" dalam konteks ini berarti wali nasab telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya. Adapun "jauh" mencakup kondisi geografis atau hambatan lain yang membuat wali nasab tidak dapat hadir tepat waktu. Sedangkan "menolak tanpa alasan syar’i" merujuk pada tindakan wali yang tidak mau menikahkan perempuan meskipun sudah ada calon yang sesuai dan memenuhi kriteria syariat.
Menurut Ibnu Qudamah, wali hakim memiliki otoritas untuk bertindak sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu, seperti jika wali nasab tidak ada, berada di tempat yang sangat jauh sehingga sulit diakses, atau secara tidak adil menolak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa alasan yang syar’i. Pandangan ini didasarkan pada prinsip syariat untuk memastikan keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak perempuan.
Ibnu Qudamah menegaskan bahwa wali hakim bertindak sebagai pengganti yang sah, bukan untuk menghilangkan hak wali nasab, melainkan untuk memastikan bahwa pernikahan tetap berlangsung sesuai syariat. Hal ini juga mencegah mudarat yang mungkin timbul akibat penundaan pernikahan atau ketidakadilan wali nasab.

b. Syarat menjadi wali berdasarkan hukum positif
Dalam kompilasi hukum Islam syarat tentang wali mikah dipaparkan pada Pasal 20 ayat (I) bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.[footnoteRef:83] [83:  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018), hlm 12] 

Dalam Peraturan Menteri agama no 20 tahun 2019 pasal 12 ayat (2) mengenai syarat wali sebagai berikut: Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:[footnoteRef:84]  [84:  Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. laki-laki; 
b. beragama Islam; 
c. baligh; 
d. berakal; dan
e. adil.
Kemudian apabila wali nasabnya tidak ada maka berdasarkan  keterangan pada pasal 13 pada ayat 1 diatas maka wali berpindah kepada wali hakim, yang perlu diketahui syarat wali hakim yang juga terdapat Peraturan Menteri agama no 20 tahun 2019 pada pasal 13 ayat (3) yakni :[footnoteRef:85] [85:  Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. wali nasab tidak ada; 
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya; 
d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; 
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; 
f.  walinya dalam keadaan berihram; dan 
g.  wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
kemudian penjelasan tambahan yang terdapat Peraturan Menteri agama no 20 tahun 2019 pada pasal 4,5,6 berikut:[footnoteRef:86] [86:  Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang wali nikah] 

(4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. 
(5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. 
(6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.





[bookmark: _Toc196866494]BAB III
WALI HAKIM BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG MENIKAH DI INDONESIA
A. [bookmark: _Toc196866495]Gambaran Umum KUA Kecamatan Bawang
1. Profil KUA Kecamatan Bawang
Bawang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Bawang terletak di sebelah timur-tenggara dari Kabupaten Batang yang memiliki kekayaan alam yang masih alami. Berada di kaki Gunung Prahu dan sebagian wilayahnya masuk Dataran Tinggi Dieng. Jarak Kecamatan Bawang dari pusat pemerintahan Kabupaten Batang adalah 46 kilometer melalui Banyuputih-Subah. Yang berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Tersono, disebelah selatan dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah barat dengan Kecamatan Reban, dan sebelah timur dengan Kabupaten Kendal. Dengan luas wilayah 73,84 km² dan jumlah penduduk Kecamatan Bawang pada pencatatan BPS Tahun 2014 mencapai 51.512 Jiwa (laki-laki 25.952 jiwa, perempuan 25.560 jiwa). Mata pencaharian Penduduk di Kecamatan Bawang lebih dominan dengan pertanian, tidak heran jika Kecamatan Bawang terkenal sebagai penghasil sayuran dan palawija dalam kawasan agropolitan terpadu SORBANWALI (Tersono, Reban, Bawang dan Limpung).[footnoteRef:87] [87:  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bawang,_Batang   diakses 16 oktober 2024.] 

KUA Kecamatan Bawang berdiri di atas tanah seluas 280 m², dengan status Hak Pakai dengan sertifikat nomor : 11.32.05.10.00074 tertanggal 03 Januari 2003. Posisi bangunan menghadap ke utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
Bagian Utara 	: Menghadap jalan DPU
Bagian Barat : Tanah dan rumah milik H. Giyanto
Bagian Selatan  : Tanah dan rumah milik As’ari
Bagian Timur   : Tanah dan rumah milik Hj. Enny Mutakhidah
Berdasarkan IMB yang telah dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 641/235/2006 tertanggal 23 Desember 2006 dapat diterangkan kondisi gedung sebagai berikut : bangunan permanen, satu lantai, dengan luas lantai bangunan 96 m² dan berdiri di atas tanah persil nomor : HP No. 10.[footnoteRef:88] [88:  Wawancara Profil dengan Kepala KUA Kecamatan Bawang tanggal 24 Oktober 2024.] 

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Rebulik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.[footnoteRef:89] [89:  Pasal 1 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007] 

Berdirinya Kantor Urusan Agama di Indonesia berawal dari Departemen Agama melakukan tindakan unifikasi dan sentralisasi secara integral. Kunci utama dalam usaha itu adalah pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA). KUA di seluruh daerah sebagai cabang dari kantor pusat nasional yang dibentuk pemerintah Jepang di Jawa, menggantikan kantor Voor in Lansche ,Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bersentuhan dengan masyarakat yang intens memberikan pembinaan, pemahaman keagamaan dan pelestarian pernikahan dengan tujuan pembentukan kehidupan umat beragama yang damai.[footnoteRef:90] [90:  WawancaraProfil KUA kecamatan Bawang tanggal 24 Oktober 2024 ] 

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama ialah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani ber-bagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama.[footnoteRef:91] [91:  Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur,” Jurnal Analisa XVIII, no. 02, 2011. Hlm,.247.] 

Menghadapi era perubahan zaman di berbagai bidang, KUA dituntut senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, hai ini didasari meningkatnya pencapaian hidup manusia, maka permasalahan yang muncul pun semakin rumit. Sehingga upaya penanganan harus ditingkatkan metode dan materinya agar permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik,
Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang kredibel, kompeten dan amanah demi terlaksananya sistim kerja dalam proses pelayanan yang baik. Dari gambaran umum tersebut, keberadaan KUA diharapkan dapat diandalkan dan mampu sebagai sarana konsultasi dalam rnemenuhi kebutuhan spiritualitas keagamaan.
Secara Administrasi KUA Kecamatan Bawang terdiri dari 22 Kelurahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang adalah salah satu dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Batang. Beberapa kelurahan atau desa yang berada dibawah wilayah administratif kecamatan Bawang diantaranya :[footnoteRef:92] [92:  https://profil.batangkab.go.id/?p=2&id=8 diakses tanggal 16 Oktober 2024] 

1. Desa Pranten
2. Desa Deles
3. Desa Gunungsari
4. Desa Jambangan
5. Desa Kebaturan
6. Desa Kalirejo
7. Desa Sangubanyu
8. Desa Wonosari
9. Desa Jlamprang
10.  Desa Bawang
11.  Desa Candigugur
12.  Desa Pangempon
13.  Desa Sidoharjo
14.  Desa Surjo
15.  Desa Soka
16.  Desa Sibebek
17.  Desa Getas
18.  Desa Pasusukan
19.  Desa Candirejo
20.  Desa Purbo.
2. Visi dan Misi KUA Bawang
Visi ➢ Unggul Dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam Kecamatan Bawang, Berdasarkan Iman, Taqwa dan Akhlaq Mulia.
Misi ➢
1) Meningkatakan Pelayanan Bidang Organisasi dan ketatalaksanaan
2) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah Rujuk
3) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Keluarga Sakinah, Kependudukan, Kemitraan Umat dan Produk Halal
4) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi    Kemasjidan
5) Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi ZIS dan Wakaf
6) Meningkatkan Pelayanan Informasi tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umroh
7) Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.[footnoteRef:93] [93:  Wawancara Profil dengan Kepala KUA Kecamatan Bawang  tanggal 24 Oktober 2024] 

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bawang.
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4. Tugas Pokok KUA Kecamatan Bawang
Peraturan Mentri Agama No. 34 tahun 2016 yang mengatur struktur dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan menjelaskan bahwa KUA kecamatan memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam di daerahnya. Fungsi KUA kecamatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, meliputi:[footnoteRef:94] [94:  Pasal 3 Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016] 

1) Penyelenggaraan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan pernikahan dan perceraian.
2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan kepada masyarakat Islam.
3) Manajemen dokumentasi dan sistem informasi KUA Kecamatan.
4) Pemberian bimbingan untuk membangun keluarga sakinah.
5) Pelaksanaan bimbingan di masjid.
6) Pemberian bimbingan mengenai perhitungan kalender Islam dan pembinaan syariah.
7) Pelayanan bimbingan dan penyuluhan agama Islam.
8) Pelaksanaan bimbingan terkait zakat dan wakaf.
9) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi rumah tangga di KUA Kecamatan.
Dalam pasal tersebut menegaskan peran penting KUA kecamatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam di wilayahnya, serta menegaskan berbagai tugas dan fungsi yang harus diemban guna memenuhi kebutuhan keagamaan dan sosial masyarakat yang kompleks.
B. [bookmark: _Toc196866496]Pernikahan Campuran dengan Wali Hakim Sebagai Wali bagi Warga Negara Asing yang Menikah Di KUA Kecamatan Bawang.
Di Indonesia telah banyak terjadi perkawinan campuran salah satunya adalah perkawinan yang terjadi di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Perkawinan tersebut telah terlaksana tahun lalu yakni tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2023, antara wanita yang berasal dari kota Cadis, Negros Barat, Filipina bernama Kristina Buenafe Bacosa dengan warga asal Kecamatan Bawang bernama Akmad Arifin. Berikut data wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Bawang Kabupaten Batang:[footnoteRef:95]  [95:  Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bawang pada tanggal 24 Oktober 2024.] 

Pada mulanya, perkawinan campuran tersebut direncanakan oleh kedua mempelai pengantin dilaksanakan di Malaysia, karena memang kedua calon mempelai tersebut adalah seorang pekerja imigran yang bekerja di Malaysia dengan laki-laki berasal dari Indonesia dan si perempuan berasal dari Filipina. Sebelumnya memang agama dari mempelai perempuan adalah Kristen dengan nama asal Kristina Buenafe Bacosa yang kemudian mengajukan diri sebagai mualaf pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan menjadi mualaf pada tanggal 13 Maret 2020, dan berganti namanya menjadi Nur Shakira Bacosa. 
Rencana perkawinan yang ingin mereka laksanakan di Malaysia tersebut gagal dikarenakan perijinan yang tidak didapatkan setelah mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan perkawinan disana yang diajukan kepada Kedutaan Besar Indonesia disana. Pihak kedutaan besar memberikan alasan bahwa persyaratan untuk melaksanakan perkawinan disana tidak terpenuhi. Kemudian persyaratan tersebut berusaha untuk dilengkapi oleh mempelai tersebut, akan tetapi tetap dikembalikan dengan alasan yang kurang jelas. Oleh karena itu, pihak perempuan dan laki-laki tersebut akhirnya menggunakan surat boro kawin untuk bisa melaksanakan perkawinan di Indonesia.
Setelah kedua mempelai tersebut gagal mengajukan permohonan perkawinan di Malaysia, kemudian mereka bertolak ke Indonesia untuk berencana mendaftarkan perkawinannya di Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2023 di KUA Kecamatan Bawang, yang kemudian KUA meminta kepada mempelai untuk melengkapi persyaratan, lalu mengajukan permohonan perkawinan kepada Kedutaan Besar Filipina yang berada di Indonesia, kemudian dari kedutaan besar Filipina di Indonesia akhirnya menyetujui dan memberikan surat permohonan nikah tersebut pada tanggal 6 Oktober 2023 di Jakarta. 
Setelah mendapat surat ijin dari kedutaan besar, kedua mempelai tersebut melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Bawang, kepala KUA Kecamatan Bawang tersebut merasa bingung dikarenakan ada mempelai pengantin perempuan yang bukan berkebangsaan warga negara Indonesia yang ingin mengajukan perkawinan disana dengan alasan bahwa siapa yang berhak untuk menjadi wali dari wanita tersebut, karena beliau bukan berkebangsaan Indonesia dan wali asli dari wanita tersebut yang berada di Filipina beragama Kristen.
Dengan adanya kejadian tersebut, pihak KUA yang menaungi kasus perkawinan tersebut akhirnya menikahkan kedua pihak mempelai dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yang menjadikan Kepala KUA memberikan keputusan untuk menikahkan dan berkenan untuk menjadi wali hakim bagi kedua calon mempelai tersebut. Dengan alasan atau dalil utamanya yang berasal dari hadits berikut:
عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا اْمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرِّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّالْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيِّ لَهُ )رواه عاءشة رضي الله عنها(
Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”
Asbabul Wurud (Sebab Turunnya Hadis)
Hadist ini turun sebagai petunjuk mengenai pentingnya peran wali dalam proses pernikahan seorang wanita, terutama dalam konteks masyarakat Arab pada masa itu, di mana wali memiliki peran penting dalam menjaga hak dan kehormatan wanita. Asbabul wurud hadis ini berhubungan dengan kasus-kasus di mana seorang wanita menikah tanpa izin wali, yang mengakibatkan perselisihan dan ketidakjelasan mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut.
Dalam beberapa riwayat, konteks ini muncul dari situasi di mana wanita yang menikah tanpa wali berpotensi menghadapi masalah dalam status pernikahannya. Rasulullah SAW kemudian memberikan penegasan dalam hadis ini bahwa pernikahan tanpa izin wali tidak sah atau batal, kecuali dalam kasus tertentu seperti wanita yang tidak memiliki wali. Dalam situasi tersebut, penguasa atau Al-Shulthan bertindak sebagai wali. Hadis ini menegaskan pentingnya keterlibatan wali untuk menjamin sahnya pernikahan serta melindungi hak-hak wanita dalam masyarakat.[footnoteRef:96] [96:  Sunan Abu Dawud, Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, (Riyadh, 2009) Cetakan: Cetakan ke-1, Hadis no. 2083] 

Kemudian Kepala KUA tersebut juga memberikan beberapa argumen tambahan yang termuat dalam berikut: “Jika seorang perempuan tidak memiliki wali dari kerabatnya, wali hakim atau penguasa akan mengambil peran sebagai wali.” Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali dari keluarganya. Dalam konteks ini, kepala komunitas Muslim, seperti pimpinan Islamic Center di negara non-Muslim, dapat menjalankan peran wali jika tidak ada pilihan lain.[footnoteRef:97] Dalam kondisi ketika seorang perempuan tidak memiliki wali karena alasan tertentu, misalnya di negara asing atau di komunitas minoritas Muslim tanpa akses ke wali atau hakim Islam, mazhab Syafi'i biasanya mengizinkan pemimpin komunitas Muslim atau kepala Islamic Center untuk menjadi wali pernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa pemimpin komunitas dapat dianggap sebagai wali pengganti dalam situasi darurat.[footnoteRef:98] [97:  Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 6700.]  [98:  Safitri, Nuriyah Agustina, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin, (Banjarmasin, 2019), hlm. 23-24.] 

Beberapa pendapat tersebut memberikan pandangan terkait wajibnya adanya wali yang harus hadir saat ijab qabul mengingat bahwa wali menjadi rukun sahnya nikah oleh karena itu apabila dalam kondisi tertentu yang bahkan tidak ada wali nikahnya sama sekali bahkan diposisi negara yang bukan mayoritas muslim maka penguasa akhirnya yang menjadi wali nikah dari wanita tersebut atau bila tidak ada maka yang berhak adalah Islamic center yang ada diwilayah tersebut. 
Dengan beberapa jawaban diatas yang mengatakan wali menjadi sentral karena apabila tidak adanya wali maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah, sehingga dalam hadits maupun dari beberapa jawaban tersebut membolehkan bahwa apabila seorang perempuan tidak memiliki wali, maka Al-Shulthan atau penguasa yang berhak menjadi wali nikah bagi wanita tersebut. Hal tersebut yang menjadikan pihak KUA kecamatan Bawang akhirnya memberikan keputusan untuk menikahkan dan berkenan untuk menjadi Wali hakim dalam perkawinan kedua calon mempelai tersebut.
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1. Analisis Kedudukan Wali hakim Bagi Warga Negara Asing yang menikah di Indonesia Perspektif hukum Islam
Dalam sebuah perkawinan keberadaan wali merupakan suatu keharusan, karena wali bagian dari rukun nikah yang apabila dalam rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Rasulullah sendiri menyatakan secara tegas dalam haditsnya yang berbunyi sebagai berikut: 
عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 
“Dari Abi Burdah dari Abi Musa Berkata telah bersabda Rasulullah SAW: Tidak ada nikah (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali”.[footnoteRef:99] [99:  Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ath As-Sijistani, Sunan Abu Dawud (Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah) 2009 No Hadits 2085.] 

Hadis ini menunjukkan, bahwa pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Karena peniadaan (penafian) dalam hadits tersebut adalah peniadaan ketidaksahan suatu perbuatan, bukan berarti peniadaan kesempurnaan. Wali adalah orang terdekat dengan si wanita dari golongan kerabat ashabahnya, bukan dari kerabat dzawil arham.Hadis tersebut mensyaratkan bahwa setiap pernikahan harus ada wali nikahnya, tidak sah nikah tanpa adanya wali nikah karena wali nikah adalah salah satu rukun dalam akad nikah.[footnoteRef:100] [100:  Ahmad Yatim, Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia), Pascasarjana IAIN metro (Lampung, 2020), hlm 29] 

Menurut para ulama madzhab memberikan penjelasan mengenai beberapa urutan wali dalam pernikahan: 
a. Madzhab Imam Abu Hanifah, Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Imam Abū Hanifah adalah sebagai berikut[footnoteRef:101]:  [101:  Al-Syaikh Nizam al-Hammam, al-Fatāwa al-Hindiyyah, Jilid I (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 283] 

1). Anak laki-laki (al-ibn)
2). Anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya ke bawah
3). Ayah
4).Kakek (ayah dari ayah atau al-jadd atau āb al-āb ) dan seterusnya ke atas. Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (ibn) atau ada kakek dan anak laki-laki (ibn) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (al-ibn). Demikian menurut Imam Abū Hanifah dan Burhān al-Dīn Mahmud ibn Tāj al-Dīn.[footnoteRef:102] Menurut Muhammad al-Syaibāniy, ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) itulah yang menjadi wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan di dalam Syarh al-Tahāwi, hendaknya ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut memerintahkan anak laki-laki dari perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibunya yang gila itu.[footnoteRef:103]  [102:  Ibid.]  [103:  Ibid.] 

5) Saudara kandung laki-laki 
6). Saudara laki-laki seayah 
7). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah 
8).  Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah 
9)    Paman kandung (‘amm li abawain) 
10). Saudara laki-laki ayah seayah (‘amm li āb) 
11). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (ibn ‘amm li abawain) dan seterusnya ke bawah. 
12). Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (ibn al- ’amm li āb)
13). Paman kandung ayah (‘amm al-āb li abawain) dan anak laki-lakinya 
14). Paman ayah seayah (‘amm al-ab li āb) dan anakanak laki-lakinya 
15). Paman kandung kakek (‘amm al-jad li abawain) dan anak anak laki-lakinya 
16) Paman kakek seayah (‘amm al-jadd li āb) dan anak laki-lakinya 
17) Orang laki-laki merupakan ‘aṣābah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (ibn ‘amm ba’id). Semua orang-orang yang tersebut di atas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang ahliyyah al-adā`nya.[footnoteRef:104]  [104:  Ibid.] 

18) orang yang memerdekakan hamba 
19) Al-Shulthan atau qadi
Mazhab Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhailiy,[footnoteRef:105] memberikan beberapa catatan mengenai kewenangan wali. [105:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 207] 

Pertama, penguasa (Al-Shulthan) atau wakilnya (qadi) adalah termasuk wali nikah karena ia merupakan wakil dari segenap kaum muslimin berdasarkan hadith “penguasa (Al-Shulthan) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali”. Al-Shulthan atau qadi tidak dapat menikahkan perempuan yang masih kecil atau dari kesaksian orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya.
Kedua, penerima wasiat tidak dapat menikahkan perempuan yang masih kecil walaupun penerima wasiat mendapat wasiat dari ayah si perempuan. Lebih jauh tentang status penerima wasiat, di kalangan Hanafiyah sendiri terjadi perbedaan pendapat. ‘Ali al-Sabiq pendapat bahwa wali nikah diserahkan kepada ‘aṣhābah النِّكَاحُ اِلَى العَصَبَاتِ Teori ini menunjukkan bahwa penerima wasiat tidak termasuk kategori ‘aṣhābah sehingga penerima wasiat tidak berhak menjadi wali.
Ketiga, jika terjadi pelaksanaan pernikahan dalam waktu yang bersamaan maka yang dianggap sah adalah wali yang paling dekat terkecuali wali yang paling dekat dalam keadaan masih kecil atau dalam keadaan gila.
Keempat, jika wali dari unsur aṣābah tidak ada maka kewalian berpindah ke unsur zawil arhām dan juga diurut berdasarkan yang paling terdekat. Unsur zawil arhām itu adalah: 
1) Ibu 
2) Ibu si ayah (nenek) 
3) Ibu si ibu (nenek) 
4) Cucu perempuan dari anak laki-laki 
5) Cucu perempuan dari anak perempuan 
6) Ayah dari Ibu (kakek) 
7) Ayah dari ibu si ayah 
8) Unsur saudara dari jaringan perempuan 
9) Unsur paman dari jaringan perempuan 
                     10) Unsur pakcik dari jaringan perempuan 
                     11) Hakim
Menurut imam abu hanifah telah jelas dipaparkan diatas bahwa urutan yang berhak menjadi wali adalah dari golongan ashabah terlebih dahulu yang didahulukan yakni anak laki laki lah yang menduduki urutan pertama yang berhak menjadi wali kemudian ayah justru berada di urutan nomer tiga setelahnya berbeda dengan madzhab syafi’i yang memposisikan ayah sebagai urutan pertama dalam hak perwalian. Kemudian apabila dari golongan ashabah tidak ada perwaliannya beralih ke dzawil arham, dan apabila keduanya unsur tersebut tidak terpenuhi (ashabah atau dzawil arham) maka yang berhak menjadi wali adalah hakim atau penguasa. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari imam wahbah tentang wewenang wali diatas bahwa penguasa berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.
b. Imam Malik bin anas, Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Māliki ialah sebagai berikut: 
1). Wali mujbir adalah pemilik budak (walaupun ia perempuan), ayah dan wasiyat ayah. 
2). Anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki tersebut anak zina dari seorang perempuan yang pernah kawin secara sah sebelum berzina dan pernah digauli oleh suaminya. Anak zina laki-laki yang demikian lebih didahulukan dari wali-wali yang lain. Sedang anak zina laki-laki dari ibu yang belum pernah menikah secara sah sebelum berzina, hak perwaliannya dikemudiankan dari hak perwalian ayah perempuan, karena ayah merupakan wali mujbir bagi anak perempuannya.
3). Cucu laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn)
4). Ayah yang bukan wali mujbir dengan syarat ayah tersebut adalah ayah syar’iy. Yang dimaksud dengan ayah yang bukan wali mujbir ini adalah seorang anak yang ibunya pernah berzina dengan ayah tersebut sebelum kedua orang (ayah dan ibu) menikah secara sah. Tetapi jika bukan menjadi ayah syar’iy artinya ayah tersebut tidak menikah dengan ibu anak, maka ayah ini tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya; 
5). Saudara laki-laki kandung 
6). Saudara laki-laki seayah. Ada yang berpendapat bahwa saudara laki-laki seayah setingkat dengan saudara kandung laki-laki. 
7). Anak laki-laki dari saudara laki-laki. 
8). Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Dan tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ini dalam pendapat lain dinyatakan sederajat dengan anak laki-laki saudara kandung laki-laki seperti halnya bapak-bapaknya.
9) Kakek 
10) Paman kandung (‘amm li abawain) 
11) Anak paman kandung (ibn al’amm li abawain) 
12) Paman seayah (‘amm li āb) 
13) Anak laki-laki paman seayah (ibn al-‘amm li āb) 
14) Ayah kakek (āb al-jad)
15) Paman ayah (ākh al-jad) 
16) Orang yang memerdekakan perempuan tersebut 
17) Orang yang merawat perempuan yang akan menikah. 
19) Hakim. 
20) Semua umat Islam laki-laki.
Mazhab Mālikiyah memberikan catatan tentang status kewalian hakim sebagai berikut. Pertama, wali hakim adalah hakim yang khusus menangani masalah pernikahan perempuan tersebut, bukan hakim yang memutuskan perwalian atas harta anak perempuan tersebut. Kedua, wali hakim tersebut tidak boleh menikahkan perempuan tersebut tanpa izin dan tanpa kerelaan perempuan yang bersangkutan.
Menurut Imam malik bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali mujbir atau orang yang memiliki hak penuh atas orang tersebut seperti ayah dan orang yang mendapat wasiat dari ayah dan bebrapa urutan kebawah, namun bukan kakek yang menjadi urutan kedua setelah ayah namun justru kebawah dulu baru kakek menempati urutan yang ke sembilan setelahnya. Kemudian apabila wali wali yang berhak tersebut tidak ada, maka yang berhak adalah wali hakim. Dengan catatan seperti diatas bahwa hakim yang dimaksud adalah yang khusus menangani masalah pernikahan wanita tersebut (wali hakim). Kemudian yang menjadi keunikan adalah apabila dalam satu daerah tersebut tidak ada pemimpin yang beragama Islam, maka semua umat Islam laki laki yang berada diwilayah tersebut berhak menjadi wali dari wanita tersebut.
c. Imam Syafi’i, Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Al-Syāfi’iyyah ialah sebagai berikut : 
1). Ayah
2). Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas 
3). Saudara kandung laki-laki 
4). Saudara laki-laki seayah 
5). Anak laki-laki saudara kandung laki-laki 
6). Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
7). Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung 
8). Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah 
9). Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah 
10).Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
11) Al-Mu’tiq, yaitu orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali point 11) ini pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. 
12) Hakim. 
d. Imam Ahmad bin Hambal, Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hanabilah adalah sebagai berikut :[footnoteRef:106]  [106:  Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, Jilid VII, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 207] 

1) Ayah
2) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas 
3) Anak laki-laki dan seterusnya ke bawah; 
4) Saudara kandung laki-laki 
5) Saudara laki-laki seayah 
6) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki; 
7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
8) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung (‘amm li abawain) 
9) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah (‘amm li ab)
10) Anak laki-laki paman kandung (ibn ‘amm li abawain) 
11) Anak laki-laki paman seayah (ibn ‘amm li ab) 
12) Orang yang memerdekakan (al-mu’tiq)
13) Al-Shulthan atau penguasa
Dalam keterangan kedua imam madzhab tersebut tidak ada perbedaan mengenai tata urutan mengenai siapa yang berhak menjadi wali bagi perempuan dan keduanya pun sepakat bahwa apabila wali wali yang berhak (berdasarkan nasab) tersebut tidak ada, maka yang berhak adalah penguasa atau hakim dari negara tersebut.
Dari beberapa keterangan para imam madzhab tersebut ditemukan konsensus bahwa para imam tersebut  meletakkan penguasa atau hakim sebagai wali yang berhak bagi seorang perempuan yang wali wali nasab yang bersangkutan tidak ada atau tidak memiliki wali sama sekali.
Kemudian perlu juga diketahui beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali sehingga berhak untuk mnejadi wali. Tidak sembarang orang bisa menjadi wali dan saksi dalam pernikahan. Ada beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Dikutip pula dari Muhammad bin Qasim Al Ghazi dalam Fath Qarib:
وَيُفْتَقِرُ الْوَلِيُ وَالشَاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: اْلإِسْلاَمُ وَاْلبُلُوْغُ وَاْلعَقْلُ وَاْلحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَاْلعَدَالَةُ 
“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.[footnoteRef:107]    [107:  Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fath Qarib, (Semarang: Nurul Iman) hlm 44.] 

Dalam keterangan tersebut jelas bahwa syarat yang pertama sebagai wali adalah Islam, maka tidak berhak wali non muslim untuk menjadi wali bagi perempuan yang dibawah perwaliannya walaupun dia sebagai ayah dari perempuan tersebut.
Kemudian ada beberapa hal yang dapat menjadikan wali nasab dari pihak perempuan berpindah menjadi wali hakim,diantaranya:[footnoteRef:108]  [108:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.] 

1) Tidak ada wali nasab; 
2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali wali aqrab atau wali ab’ad; 
3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau dua hari perjalanan; 
4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui; 
5) Wali aqrabnya ‘adhal; 
6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 
7) Wali aqrabnya sedang ihram; 
8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan; dan 
9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada. 
Dengan keadaan yang demikian, maka wali hakim berhak menjadi wali bagi perempuan tersebut. Apabila kondisi salah satu wali tidak dapat terpenuhi, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi dikecualikan, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali maka yang mewakilkannya itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.[footnoteRef:109] [109:  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 98.] 

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil arti bahwa wali merupakan hal yang urgent dalam suatu perkawinan karena tanpa adanya seorang wali, maka perkawinan tersebut tidak bisa dilaksanakan ataupun bila dilaksanakan maka perkawinan tersebut tidak sah dikarenakan wali merupakan bagian dari rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Dalam kondisi wali nasab baik yang aqrab maupun abad tersebut tidak ada pun tetap harus ada wali yang harus menjadi wali dari wanita yang akan menikah yakni dalam keterangan diatas bahwa para imam madzhab sepakat bahwa apabila seorang perempuan yang akan menikah tidak ada wali nasabnya ataupun tidak memiliki wali sama sekali maka hakim atau penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita tersebut.
2. Analisis kedudukan wali hakim bagi warga negara asing yang menikah di Indonesia perspektif hukum positif.
Di Indonesia perihal tentang perkawinan tidak hanya terdapat dalam hukum Islam saja namun juga termuat dalam hukum positif yakni Undang undang dan beberapa peraturan lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat Islam sebagai mayoritas penduduk memiliki legalitas secara hukum dalam pemerintahan.
Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 disebutkan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Wali adalah orang yang bertindak mengizinkan atau mengakadkan nikah itu sendiri sehingga akadnya menjadi sah.[footnoteRef:110]  [110:  Ahmad Yatim, Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia) Pascasarjana IAIN metro (Lampung, 2020) h 23-24] 

Dalam hukum positif juga selaras dengan hukum Islam atau fiqh bahwa menempatkan wali sebagai rukun yang harus terpenuhi dalam akad perkawinan, karena tanpa adanya wali maka perkawinan tersebut tidak sah.
Hal ini juga termuat dalam pasal 6 ayat 2: ”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri”.[footnoteRef:111] [111:  Undang Undang No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.] 

Dalam peraturan lebih lanjut tersebut  lebih luas karena tidak hanya wali tapi juga apabila tidak ada saksi dan tidak dilangsungkan didepan pegawai pencatat nikah maka boleh dilakukan pembatalan karena apabila tanpa wali dan saksi menyalahi rukun nikah yang harus terpenuhi sedangkan apabila tanpa pegawai pencatat nikah maka tidak sah juga secara hukum positif atau kenegaraan.
Adapun dalam Peraturan menteri agama nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 tentang wali nikah, ayat 1 mengatakan bahwa Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan tentang Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:[footnoteRef:112]  [112:  Pasal 12 peraturan meteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. bapak kandung; 
b. kakek (bapak dari bapak);
c. bapak dari kakek (buyut); 
d. saudara laki-laki sebapak seibu; 
e. saudara laki-laki sebapak; 
f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu; 
g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; 
h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); 
i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); 
j. anak paman sebapak seibu; 
k. anak paman sebapak; 
l. cucu paman sebapak seibu; 
m. cucu paman sebapak; 
n. paman bapak sebapak seibu; 
o. paman bapak sebapak; 
p. anak paman bapak sebapak seibu; 
q. anak paman bapak sebapak;
Beberapa wali yang disebutkan diatas memiliki beberapa syarat, dalam Pasal 22: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”[footnoteRef:113] Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 PMA no 20 Tahun 2019 : Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.[footnoteRef:114] [113:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018). hlm 14]  [114:  Pasal 13 peraturan meteri agama Nomor 20 tahun 2019 tentang wali nikah] 

Dalam hukum positif tersebut urutan penentuan wali sesuai dengan hukum Islam yakni pendapat imam ahmad bin hambal dan imam syafi’i, mengingat bahwa hukum positif yang diadopsi dari hukum fiqh Islam di Indonesia menganut fiqh madzhab syafi’i oleh karena itu tata urutannya sesuai dengan ketentuan dalam fiqh syafi’iyah. Kemudian dalam keterangan lebih lanjut menerangkan bahwa apabila wali-wali yang berhak tersebut tidak ada, tidak berkenan atau adhal maka perwaliannya berubah menjadi wali hakim. 
Kemudian keterangan wali hakim juga dijelaskan dalam pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau adak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.[footnoteRef:115] [115:  Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018). hlm 13-15] 

Dalam Peraturan Menteri agama no 20 tahun 2019 pasal 12 ayat (2) mengenai syarat wali sebagai berikut: Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:[footnoteRef:116]  [116:  Pasal 12 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. laki-laki; 
b. beragama Islam; 
c. baligh; 
d. berakal; dan
e. adil.
Syarat wali hakim yang juga terdapat Peraturan Menteri agama no 20 tahun 2019 pada pasal 13 ayat (3) yakni :[footnoteRef:117] [117:  Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang wali nikah] 

a. wali nasab tidak ada; 
b. walinya adhal;
c. walinya tidak diketahui keberadaannya; 
d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; 
e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; 
f. walinya dalam keadaan berihram; dan 
g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
Dari keterangan peraturan diatas syarat menjadi wali memiliki banyak kesamaan dengan hukum fiqh atau hukum Islam terutama karena peraturan Indonesia yang diadopsi dari fiqh syafiiyah, kemudian dalam pasal 13 ayat 3 point E menerangkan bahwa apabila walinya tidak ada yang beragama Islam maka walinya berpindah kepada wali hakim. Oleh karena itu, apabila wali asli atau yang secara nasab yang berhak menjadi wali dari wanita tersebut tidak ada yang beragama Islam sama sekali maka otomatis berubah kewaliannya menjadi wali hakim. 
B. [bookmark: _Toc196866499]Analisis Dasar Hukum  yang digunakan oleh KUA Sebagai Wali Hakim Bagi Warga Negara Asing Yang Menikah Di Indonesia.
Perkawinan campuran di Indonesia telah mengalami banyak perubahan regulasi, sesuai yang dipaparkan diatas bahwa perkawinan campuran yang awalnya diatur dalam Stb (penjelasannya) 1898 No 158 atau dalam pasal 1 GHR (penjelasannya) yang didalamnya termuat beberapa jenis perkawinan campuran didalamnya yakni : perkawinan campuran Internasional, perkawinan campuran antar tempat, perkawinan campuran antar golongan, dan perkawinan campuran beda agama. Regulasi tersebut akhirnya mendapat perubahan yang diatur dalam pasal 57 UU No 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[footnoteRef:118] [118:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 57 Tentang Perkawinan] 

Dalam perkara tersebut memberikan arti bahwa perkawinan campuran mengalami penyederhanaan yang tadinya dijadikan beberapa kategori menjadi hanya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, baik perkawinan itu dilaksanakan di luar negeri maupun dilaksanakan di Indonesia.
Dalam perkara perkawinan campuran yang dibahas kali Ini adalah perkawinan campuran yang terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara Filipina yang melangsungkan perkawinannya di Indonesia. Dalam deskripsi kasus yang dipaparkan dalam bab 3 penulis melihat bahwa pernikahan tersebut telah sesuai kaidah baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Dengan beberapa alasan yang dipaparkan sebagai berikut:
Pertama bahwa kedua mempelai tersebut telah memenuhi persyaratan perkawinan campuran yang berlaku di Indonesia, karena kedua mempelai telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum adanya perkawinan tersebut berlangsung yang termuat dalam Pasal (2) UU No. I Tahun 1974 yang menyebutkan:[footnoteRef:119] [119:  Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.] 

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di kantor Catatan Sipil.
Kemudian juga persyaratan perkawinan campuran yang termuat dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara asing yaitu:[footnoteRef:120] [120:  Pasal 24 No 19 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.] 

a. izin kedutaan/perwakilan dari negara yang bersangkutan;
b.dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negaranya di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang negara yang bersangkutan;
c. izin poligami dari pengadilan agama atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
d. melampirkan fotokopi akta kelahiran;
e. melampirkan akta cerai;
f. surat kematian bagi duda dan janda dari negara calon pengantin;
g. melampirkan fotokopi paspor;
h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan; dan
i.  semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
Dalam hal tersebut keduanya telah memenuhi dan telah menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia dan diajukan ke kedutaan besar di Indonesia sebelum keduanya mendaftarkannya kepada KUA setempat yang berhak melaksanakan pencatatan yakni di tempat mempelai pria berasal yakni tepatnya di KUA Kecamatan Bawang.
Kedua bahwa wali dari mempelai perempuan tersebut beragama Kristen dan telah memberikan surat persetujuan atas perkawinan yang akan dilaksanakan oelh anaknya di Indonesia, mengingat bahwa mempelai perempuan dulunya adalah beragama Kristen kemudian memeluk agama Islam jauh sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai wali yakni Dikutip pula dari Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb:
وَيُفْتَقِرُ الْوَلِيُ وَالشَاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ: اْلإِسْلاَمُ وَاْلبُلُوْغُ وَاْلعَقْلُ وَاْلحُرِّيَّةُ وَالذُّكُوْرَةُ وَاْلعَدَالَةُ 
“Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan: Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”. [footnoteRef:121]  [121:  Muhammad bin Qasim Al Ghazi, Fath Qarib, (Semarang: Nurul Iman) hlm 44.] 

Dalam keterangan diatas jelas bahwa apabila wali dari mempelai tersebut beragama Kristen maka tidak memenuhi syarat sebagai wali bagi mempelai perempuan tersebut yang mana apabila wali nasab dalam hal ini ayahnya sebagai wali tidak memenuhi syarat, maka kewaliannya berpindah sesuai dengan urutan dari beberapa keterangan imam madzhab diatas kepada wali yang berhak atau yang dapat memenuhi syarat sebagai wali. Dari hal tersebut mengingat bahwa keluarga besarnya yang difiliphina beragama Kristen maka berdasarkan urutan wali yang berhak tersebut adalah wali hakim.
Dalam hal wali dari mempelai wanita tersebut telah memberikan persetujuan nikah kepada anaknya sebagai mempelai perempuan, hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan dengan Pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 huruf h. “melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Perkawinan” dan juga dalam pasal 54 dan 56 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975, yakni dalam pasal 54 menyebutkan bahwa bagi WNA yang ingin menikah dengan WNI di Indonesia, perlu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang di negara asalnya (wali nikah). Hal ini juga berlaku bagi mereka yang ingin menikah dengan WNI dan bertempat tinggal di Indonesia.[footnoteRef:122] Dan dalam pasal 56 memberikan penjelasan tentang prosedur dan persyaratan izin yang perlu dipenuhi oleh WNA yang menikah dengan WNI, termasuk persetujuan wali nikah (baik dari pihak pria maupun wanita).[footnoteRef:123] [122:  Peraturan pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975]  [123:  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 tahun 1975 ] 

Ketiga, bahwa dalil yang digunakan KUA atau keputusan yang dilakukan oleh kepala KUA untuk menjadi wali hakim bagi warga negara asing sudah sesuai karena berdasarkan beberapa jawaban diatas disisilain dalil pendukung yang selaras dengan yang dipaparkan oleh kepala KUA tersebut yakni pendapat Imam Abu Ishaq Al Syirazi dalam kitab Al Muhadzab menjelaskan bahwa:[footnoteRef:124] "Jika wali nasab tidak ada atau jauh sehingga sulit dijangkau, maka hakim atau penguasa dapat mengambil alih sebagai wali untuk menjaga kemaslahatan pernikahan."  Dan juga pendapat Ibnu Qudamah dalam Al Mughni menjelaskan bahwa:[footnoteRef:125] "Wali hakim menjadi pengganti jika wali nasab tidak ada, jauh, atau menolak tanpa alasan syar'i." [124:  Abu Ishaq Al-Syirazi, Al-Muhadzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, Beirut: Dar Al-Maktab Al-Islami, 1995, Juz II, hlm 40.]  [125:  Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, Juz VII, hlm. 365.] 

Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa syarat sebagai wali dari wali asli atau nasab maupun wali dalam urutannya tidak ada yang memenuhi kriteria syarat sebagai wali, kemudian juga disusul dengan udzur syar’i yang memperbolehkan wali berpindah kepada wali hakim, mengingat bahwa posisi orang tua mempelai perempuan tersebut berada di Filipina sedangkan perkawinan dilaksanakan di Indonesia, hal tersebut yang menjadikan dasar bahwa kedudukan wali hakim untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan yang berkewarganegaraan asing atau bukan warga asli Indonesia tersebut boleh diwalikan dengan wali hakim atau berdasarkan kasus ini di walikan oleh kepala KUA Kecamatan Bawang sebagai wali hakim bagi warga negara asing tersebut.



[bookmark: _Toc196866500]BAB V
[bookmark: _Toc196866501]PENUTUP
A. [bookmark: _Toc196866502]Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai Kedudukan Wali Hakim bagi Warga Negara Asing yang Menikah di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam penelitian yang saya lakukan Kedudukan Wali Hakim bagi Warga Negara Asing tersebut sah atau telah sesuai dengan hukum Islam, karena berdasarkan hadits Rasul bahwa keberadaan wali yang memang menjadi rukun dan harus ada dalam perkawinan. Kemudian juga syarat bagi wali nasab untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan tersebut tidak terpenuhi, sehingga menjadikan kewaliannya berpindah menjadi wali hakim. Hal tersebut sesuai dengan konsensus para Imam Madzhab mengenai pendapat urutan yang berhak menjadi wali bagi perempuan, apabila wali nasab yang berhak tidak memenuhi syarat maka kewaliannya berpindah kepada Al-Shulthan atau qadi (wali hakim). Kemudian kedudukan wali hakim bagi warga negara asing juga sah secara hukum positif, karena berdasarkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam mengenai harus adanya wali dalam pernikahan, kemudian dalam Peraturan menteri agama nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 12 tentang pembagian wali nikah dan urutannya, yang disusul dengan pasal 22 KHI dan pasal 13 peraturan menteri agama no 20 tahun 2019 yang menerangkan tentang kebolehan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim apabila wali nasab tidak memenuhi syarat menjadi wali bagi anak perempuannya.
2. Dasar Hukum yang digunakan oleh KUA sudah sesuai dengan keadaan yang ada dan perkawinan campuran tersebut adalah sah. Dalam pasal 24 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 huruf h dan juga dalam pasal 54 dan 56 peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 mengenai pelampiran data kedua orang tua dan izin dari pihak yang berwenang dari negara asalnya (wali nikah). Mengingat bahwa wali tersebut tidak memenuhi syarat secara agama sehingga kewaliannya berpindah kepada wali hakim, namun secara aturan hukum positif wali perempuan tersebut telah memenuhi karena memberikan persetujuan berdasarkan dengan aturan tersebut. Kemudian juga diperkuat pendapat Imam Abu Ishaq Al Syirazi dalam kitab Al Muhadzab dan Ibnu Qudamah dalam Al Mughni yang memperkuat dasar bahwa keharusan adanya wali dalam pernikahan, bahkan jika wali tersebut terdapat udzur syar’i dalam perjalanan jauh, ditempat yang jauh yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali maka kewaliannya digantikan oleh wali hakim.
B. [bookmark: _Toc196866503]Saran 
1. Bagi KUA: Perlunya panduan teknis yang lebih rinci terkait pernikahan campuran yang melibatkan WNA, agar meminimalkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Bagi Pemerintah: Penyederhanaan regulasi terkait dokumen persyaratan WNA untuk menikah di Indonesia agar lebih mudah dipenuhi tanpa mengurangi aspek legalitas.
3. Bagi Peneliti Lain: Melakukan penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi praktik wali hakim di berbagai daerah dengan karakteristik kasus serupa untuk memperkuat landasan teoritis dan aplikasinya.
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Pedoman Wawancara
Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bawang Bapak H. Moch Fatchurrohman S.Ag. M.Sy. di kediamannya pada tanggal 24 Oktober 2024:
1. Bagaimana duduk perkara pada kasus perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia yang terjadi di bawah naungan KUA Kecamatan Bawang ?
Pada mulanya, perkawinan campuran tersebut direncanakan oleh kedua mempelai pengantin dilaksanakan di Malaysia, karena memang kedua calon mempelai tersebut adalah seorang pekerja imigran yang bekerja di Malaysia dengan laki-laki berasal dari Indonesia dan si perempuan berasal dari Filipina. Sebelumnya memang agama dari mempelai perempuan adalah kristen dengan nama asal Kristina Buenafe Bacosa yang kemudian mengajukan diri sebagai mualaf pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan menjadi mualaf pada tanggal 13 Maret 2020, dan berganti namanya menjadi Nur Shakira Bacosa. 
Rencana perkawinan yang ingin mereka laksanakan di Malaysia tersebut gagal dikarenakan perijinan yang tidak didapatkan setelah mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan perkawinan disana yang diajukan kepada Kedutaan Besar Indonesia disana. Pihak kedutaan besar memberikan alasan bahwa persyaratan untuk melaksanakan perkawinan disana tidak terpenuhi. Kemudian persyaratan tersebut berusaha untuk dilengkapi oleh mempelai tersebut, akan tetapi tetap dikembalikan dengan alasan yang kurang jelas. Oleh karena itu, pihak perempuan dan laki-laki tersebut akhirnya menggunakan surat boro kawin untuk bisa melaksanakan perkawinan di Indonesia.
Setelah kedua mempelai tersebut gagal mengajukan permohonan perkawinan di Malaysia, kemudian mereka bertolak ke Indonesia untuk berencana mendaftarkan perkawinannya di Indonesia pada tanggal 03 Oktober 2023 di KUA Kecamatan Bawang, yang kemudian KUA meminta kepada mempelai untuk melengkapi persyaratan, lalu mengajukan permohonan perkawinan kepada Kedutaan Besar Filipina yang berada di Indonesia, kemudian dari kedutaan besar Filipina di Indonesia akhirnya menyetujui dan memberikan surat permohonan nikah tersebut pada tanggal 6 oktober 2023 di Jakarta. Setelah mendapat surat ijin dari kedutaan besar, kedua mempelai tersebut melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kecamatan Bawang, kepala KUA kecamatan Bawang tersebut merasa bingung dikarenakan ada mempelai pengantin perempuan yang bukan berkebangsaan warga negara Indonesia yang ingin mengajukan perkawinan disana dengan alasan bahwa siapa yang berhak untuk menjadi wali dari wanita tersebut, karena beliau bukan berkebangsaan Indonesia dan wali asli dari wanita tersebut yang berada di Filipina beragama kristen.
Dengan adanya kejadian tersebut, pihak KUA yang menaungi kasus perkawinan tersebut akhirnya menikahkan kedua pihak mempelai dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yang menjadikan Kepala KUA memberikan keputusan untuk menikahkan dan berkenan untuk menjadi wali hakim bagi kedua calon mempelai tersebut. Dengan alasan atau dalil utamanya yang berasal dari hadits berikut:
عَنْ عَاءِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا اْمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرِّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّالْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيِّ لَهُ)رواه عاءشة رضي الله عنها(
Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahan batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.”
2. Apakah relevan kedudukan wali hakim sebagai pengganti dari wali aslinya?
Menurut Kepala KUA bahwa hal itu sudah relevan dikarenakan wanita tersebut tidak memiliki wali yang berhak untuk menjadi walinya, karena keluarga besarnya di Filipina beragama kristen, sedangkan mempelai wanita tersebut telah memeluk agama Islam, dengan nama asal Kristina Buenafe Bacosa yang kemudian mengajukan diri sebagai mualaf pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan menjadi mualaf pada tanggal 13 Maret 2020, dan berganti namanya menjadi Nur Shakira Bacosa.
Mengingat juga bahwa apabila walinya bukan merupakan orang muslim, maka perwaliannya dalam pernikahan tidak sah karena tidak memenuhi kriteria sebagai seorang wali nikah yang syarat utamanya beragama Islam. Menimbang hal tersebut akhirnya yang menjadi walinya adalah wali hakim, walaupun pada konsep dasarnya bahwa wali hakim adalah utusan penguasa atau orang yang diberi wewenang untuk menjadi wakil dari penguasa sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali, walinya adhal ataupun berhalangan secara udzur syar’i, dan yang berhak diwakili adalah warga yang dibawah kekuasaaanya. Namun, dengan beberapa pertimbangan salah satunya adalah hadits yang dijabarkan diatas kemudian dalil penguatnya adalah fatwa dari ulama kontemporer Syekh Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Al fiqh al islami wa adilatuh mengatakan : Jika seorang perempuan tidak memiliki wali dari kerabatnya, wali hakim atau penguasa akan mengambil peran sebagai wali. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seorang penguasa dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali dari keluarganya. Dalam konteks ini, kepala komunitas Muslim, seperti pimpinan Islamic Center di negara non-Muslim, dapat menjalankan peran wali jika tidak ada pilihan lain.[footnoteRef:126]  [126:  Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 6700.] 

Oleh karena itu, saya memutuskan menjadi wali hakim untuk kedua mempelai tersebut dalam perkawinanya dan dicatat secara sah oleh pegawai pencatat nikah dan dilaksanakan di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.
3. Apakah menurut Bapak hal tersebut juga sudah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia?
Tentunya sudah sesuai, karena dalam pelaksanaanya menganut pedoman serta telah sesuai dengan undang undang yang berlaku. Seperti yang termuat dalam UU No 1 tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai keterangan diatas bahwa ketentuan islam tidak memperbolehkan wali apabila tidak memenuhi syaratnya sebagai wali. Kemudian bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga negara asing tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta orang tua dari mempelai perempuan tersebut telah memberikan surat izin apabila anakmya akan menikah dengan orang Indonesia. 
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Alamat Istana Negara,JI. Tuanku Abdul Halim 50480,Kuala Lumpur

ianiah surat i in ibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dar sigpapun dan untuk: dipergunakan seperiunya.
‘Candirejo.3 Oktober 2023

Aysh/WaliPeagampu TouWaliPengampu

(MISLI(ALM) (suTR)
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& bertanda tangan dibawah ini

a AKMAD ARIFIN
PaTgLai  :Balang. 14-12-1984

Banegunan  Indonesia

ma : Islam

wrjaan Wiraswasta

nat Desa Candirejo RL.006 Rw.003 Kecamatan Bawang

yatakan dengan sebenar-benamya dan saya bersumpah Demi Allah, bahwa sayapernah menikah dengan scorang
ita yang bemama Indak binti Ngadi baik secara adat maupun secara agama atau di KUA Kecamatan Bawang dan
h bercersi Sehingga sekarang saya berstatus Duda Cerai Hidup.

‘Demilian surat pernyataan ini saya buat, untuk persyaratan pemikahan dengan KRISTINA BUENAFE
0S4 bin JULIO CLAUDIO BACOSA.

ikemudian hari ternyata pernyataan i tidak benar.saya sanggup di tuntut i pengadilan/pihak yang
ajib dan tdah aken melibatkan pihak manapun yang terkait.
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AKTA CERAI 5.,

Nomor: 0185/AC/2022/PA.Btg

Qnitera Pengadilan Agama Batang menerangkan bahwa pagé hari ini

Dipindai dengan CamScanner
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.mNo. 4 (CENOMAR)

Republic of the Phiippines
PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY
Manila

OFFICE OF THE CIVIL REGISTRAR GENERAL

June 22,2023
TO WHOM IT MAY CONCERN:
We ceriy that KRISTINA BUENAFE BACOSA who is allged to have been bom on
October 04, 1990 in CADIZ CITY, NEGROS OCCIDENTAL to JULIO BACOSA
and JOCELYN VILLAMOR BUENAFE, does not appear in our National Indices
of Marriages.

This certification is based on the records of 1945-2023 marriages enrolled in the database as
of June 22, 2023.

Issued won the request of KRISTINA B.BACOSA for EMPLOYMENT

ABROAD.
‘ Loen
(CLAIRE DENNIS S. MAPA, Ph. D.
National Statsician and Civi Registrar General
Philippine Statistics Authority
Socumentary g
$tamp Tax Paid

Note: This cerification is not valid if it contains erasures or alterations.

Processer
| Date

XN/ CEL T /FEME /0FF
FE/J0CELYN/ /FEMALE OFF.

i i

32406
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e 29

i
H
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K3
[S10:3

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

€200
18RS
513

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

SEKOI AH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

R0
K31
&3

e
‘o
bR

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi _JAW¢

nomor 012%/19.02/PR /2000 tanggal 289 April 2000
Kepals SLTP Negeri 1 Bawang Batang

menerangkan bahwa

AKMAD: ARIFIN

nomorinduk 240 -~ - |ahirpadatanggal
4 Desember ' 1984 diBatang
anak _Mish

telah tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama.

%y
&8

K3
302

FEEe o SRIE

Bawang, (2 Juni 2000

=
&

o
&3
o :

GBI R

e
83

Hozlont o=

Nm::ﬁt leav i &5 140 K363 LeaelS
S 1t s G
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20r Induk Kependudukan
Sonnel Regisation Number 20017 12840002

REPUBLIK INDONESIA

PBENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA|
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE
Lasarkan Akta Kelahitan Nomor 3325-LT-26062023-0021
irtue of Birth Certicate Number
va di BATANG padatanggal EMPAT BELAS
in on date THE FOURTEENTH OF

EMBER hun  SERIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT
F onyear NINETEEN EIGHTY-FOUR
AXMAD ARIFIN

ke SATULAK-LAKI DARI AYAH MISLI DAN IBU SUTRI
155 FIRST SO PROM FATMER MISLI AND MOTHER SUTRI

BATANG

Kutipan in dikelarkan Di
The excerpt isissued
padatangoal DUAPULUHENAM ME
o date SIXTH OF MAY
Tahun DUARBUWAPULUN“GA
{Jéar  TWO THOUSAND TWENTY-

WILLOPOL AP, MM,
NIP. 197405021963111001

= ©n ini telah ditandatangani secara elekironik menggunakan sertfikat elekironik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elekironik (BSTE), BSSN
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T KETE]

tanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Candircjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang,
skan dengan sesunggulinya bahwa seorang perempuan :
: KRISTINA BUENAFE BACOSA Binti JULIO CLAUDIO BACOSA

TanggalLahit  : Kota Cadis, Filipina, 04-10-1990
: Islam

belum nikah + Perawan

angsungken pemikahan dengan seorang pria :
: AKMAD ARIFIN Binti MISLI (ALM)
Tangeal Laic  : Batang, 14-12-1984
: Islam
Desa Candircjo Rt.006 Rw.003 Kecamatan Bawang,
belmnksh  : Duda Cemi Hidup

h0m perempuan tersebut dinikahkan dengan Wali Hakim, karena -
dak mempunyai wali nasab sama sekali

alinya mafgud (tidek tentu keberadsannya )

ali sendir yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengannya tidak ada
ali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qoshri ( membolehkan sholat qasar )

ali berada dalam penjara / tahanan yang tidak boleh dijumpai

i adhs ( idak bersedia atan menolak untuk menikabkan )

i sedang melakukan ibadah haji / umroh

‘untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Dipindai dengan CamScanner
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A oS5 als hl (BT ol
JABATAN AGAMA ISLAM WILAVAH PERSEKUTUAN 1 - ssoszanesasn
FEDERAL TERRITORY ISLAMIC AFFAIRS DEPARTMENT E"‘ 46032273 1678

e - lo@avtgoumy

Kompeks Pusatsam e

50676 Kuala Lumpur ot Pengaiasasn. 180088171
OurRef — :  JAWLD(CSM).100-28/2 JLD 17 (41)
Date H 21 Ogos 20234

04 Safar 1445H

'WHOM MAY IT CONCERN

ar Sir,
RIFICATION OF SYAHADAH
Name : KRISTINA BUENAFE BACOSA \/
slim Name : NUR SHAKIRA BACOSA
ssport No./1.C No. : P7578200A
tionality : PHILIPINES /

s letter certifies that on 13 MARCH 2020, KRISTINA BUENAFE BACOSA (Muslim Name:
R SHAKIRA BACOSA) has embraced Islam as her religion and does solemnly hereby
Jare that upon the deepest consideration in the fullest liberty of her choice has adopted for
self the religion of Islam.

S LETTER ONLY FOR VERIFICATION OF CONVERSION TO ISLAM

rs faithfull,

— .
JZAR BIN ZAINUDIN)

iehalf

strar of Mualaf

ric Religious Department of Federal Territory

o
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. MAJLIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PERSEKUTUAN

KAD AKUAN MASUK ISLAM

PERUNTUKAN
BAHAGIAN 9 FASAL:90(1)
AKTA PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

MAIWP

NAMAISLAM : NUR SHAKIRA BACOSA e

NAMA ASAL 2= KRISTINA BUENAFE BACOSA < = ||

NO. KP/PASSPORT : P7578200A
BILDAFTAR i WP/KUL/2020/157

-
TARIKH DAFTAR ISLAM s8'13/03/2020
TARIKH MASUKISUAM 93/03/2020 _

BANGSA : LAIN-LAIN
JANTINA , 4 PEREMPUAN -
TARIKA LAHIR 08101199 . .
TEWPATUAHIR,- <SHCADIZ CITY, FILIPINA, - S
ALAMAT /% ISTANA NEGARA, NPT
JALAN TUANKU ABDUL HALIM ;
50480, KUALA LUMPUR ., e )
J WILAYAH rtnssmuaﬁxuuuwmun ol
u.pmnpbpry-ngm- | kad inl, sila l(embnllknn B

kepada Pendaftaf Mual , Jabatan Agama Islam
Wilayah | nndlhyln Kuala Lumpur/Labuan/putrajaya —
NO. SIRIKAD- : KL 006734-14-01 _AQ.—&—-

3 PENDAFTAR MUALLAF
TARIKH DIKELUARKAN : 13/03/2020 MAJLIS AGAMA!SII:lAM

& Dipindai dengan CamScanner
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JINAS URUSAN AGAMA TISLAM WILAYAH Tel i +603-2274 5333
Faks & +603-2273 1575

TEDERAL
E-aall + intobiowi.qov
ompleks Pusat Islam PRI
Jalan Perdana Web 1 ww.dawi.qov.my
50676 Kuala Lumpur A T %
000-08-1771
Ref Kami : JAWI.D(CSM).100-28/2 JLD 17
(a1)
Tanggal : 21 Agustus 2023 M

04 safar 1445 H

KEPADA YANG BERKEPENTINGAN

Yang terhormat,

VERIFIKASI SYAEADAH

Nama Asli : KRISTINA BUENAFE BACOSA
Nama Muslim : NUR SHAKTRA BACOSA

No. Paspor/ ID : P7578200A
Kewarganegaraan : FILIPINA

3ersama surat ini menyatakan bahwa pada 13 MARET 2020,
XRISTINA BUENAFE BACOSA (Nama Muslim: NUR SHAKIRA BACOSA)
celah memeluk Islam sebagai agamanya dan dengan ini
nenyatakan bahwa dengan pertimbangan terdalam dalam
cebebasan penuhnya atas pilihannya telah memeluk bagi

jirinya agama Islam.
SURAT INI EANYA UNTUK VERIFIKASI MASUK KE AGAMA ISLAM

jormat Kanmi,
{tandatangan)
'ABUZAR BIN ZAINUDIN)

tas Nama

engatat Mualat

Dipindai dengan CamScanner
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inas Agama Islam Wilayah Federal
WAJELIS AGAMA ISLAM
WILAYAH PERSEKUTUAN

KARTU PERNYATAAN MASUK ISLAM
PERUNTUKAN
BAGIAN 9 PASAL 90 (1)
TINDAKAN ADMINISTRATIF UNDANG-UNDANG ISLAM
(WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN) 1993

AMA TsLAM : NUR SHAKIRA BACOSA

AMA asay : KRISTINA BUENAFE sacosa| (P2° %)
©O. KTR/PASEOR : P7578200A

O. DAFTAR : WP/KUL/2020/157

ANGGAL DAFTAR ISLAM  : 13/03/2020

ANGGAL MASUK ISLAM : 13/03/2020

ANGSA : LATN-LAIN

ENIS KELAMIN : PEREMPUAN

ANGGAL LAHIR : 04/10/1990 (Kode QR)
EMPAT LAHIR : KOTA CADIZ, FILIPINA
LAMAT : ISTANA NEGARA,

JALAN TURNKU ABDUL HALIM
50480, KUALA LUMPUR
WILAYAH  PERSEKUTUAN  KUALA

JMPUR

Barangsiapa menemukan kartu ini, mohon
kembalikan kepada Pendaftar Muallaf,
jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur/Labuan/Putrajaya
. SERI KARTU: KL 006734-14-01 (tandatangan)
NGGAL TERBIT: 13/03/2020 PENDAFTAR MUALLAF
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Parental Consent to Marrioge

© whom it my concern;
‘We Julio Claudio Bacosa and Jocelyn Villamor Buenafe. both legal ages. Residence of v
£0.Canabawan brgy mabini cadiz city negros occidental Philippines. After having sworn 10 in accordance
7ith the laws hereby dispose and say.
WEarethe parentsof Krisina Buenafe Bacosa whois 32ys old born on October 4 1990, Our
‘hild Kristina Buenafe Bacosa is intending to enter into marriage with Akmad Arifin residing in Indonesia.

43 Kecanstan Bawang Jl Raden Fatan No.44
es3 Bawang.
‘ecamatan Bawang
abubaten Batang.
‘ode pos 51274
"donesia
Our parenta consent is sought by our daughter to marr said Akmad Arifin thus, through this
tatement; weare ghing our consent to the marriage.

‘We are executing this affidavit to attest the truthfulness of the foregoing statement anf for
hatever lgal purpose L may serve. _ -

In witness where of we hereby affixed our signature this day of September 14, 2023 in the city.
1 cadiz negros occidental Philippines.

“Affant _ Affiant
o Wep
WS 'SUBSCRIBED *AND e
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2

ML g ViLARIN
& sARARGAY

ae——

Mo ¢ acres

pRpe——

o s R

o o

gim Philippines

” g Dccidents
CiyafCads
BARANGAY MABINI

CERTIFICATE OF RESIDENCY

TO WHOM IT MAY CONCERN:

This is to certify that KRISTENA BACOSA . 32 years
old is a resident of SO. CANABAWAN > ., Barangay Mabini,
Cadiz City and has been living at the above lor about 32 years.

“Fus Cerufication s issucd upon the request of (e above
named person for \‘i\a(ewl legal purpose it may serve hinvher
‘<

o

Given this 14th of September, 2023 at Bay
Cadiz City, Negros Occidental.

ay Mabini.

CIC No - RGV021-2328-2023
OR. umber
Mot Valid Witho: 1 3¢l

Scanned with ACE Scanner
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Persetujuan Orang Tua untuk Menikah  +
{epada pihak yang berkepentingan;

Kami, Julio Claudio Bacosa dan Jocelyn Vilamor Buenafe, keduanya berusia
lewasa menurut hukum. Bertempat tinggal di Sto.Canabawan, Barangay Mabini, Kota
>adiiz, Negros Barat Filipina. Setelah bersumpah sesuai dengan peraturan perundang-
indangan dengan ini memberikan dan mengatakan.

Kami adalah orang tua dari Kristina Buenafe Bacosa yang berumur 32 tahun,
ihir pada tanggal 4 Oktober 1990. Anak kami, Kristina Buenafe Bacosa, berniat
1enikah dengan Akmad Arifin yang berdomisili di Indonesia.
ua Kecamatan Bawang
|- Raden Fatah No. 44
©sa Bawang
‘ecamatan Bawang
abubaten Batang
ode Pos 51274

ia

Izin orang tua kami diminta oleh anak kami untuk menikah dengan Akmad Arifin,
+hingga melalui pemyataan ini kami memberikan persetujuan untuk pemikahan
rsebut.

Kami melaksanakan pemyataan tertulis ini untuk membukikan kebenaran
\rnyataan diatas dan untuk tujuan hukum apa pun yang mungkin dilakukan.

Demikian, kami membubuhkan tanda tangan kami pada tanggal 14 September
23 di Kota Cadiz, Negros Barat Filipina,

(tanda tangan) (tanda tangan)
dulio Claudio Bacosa Jocelyn Villamor Buenafe
Pembuat Pemyataan Pembuat Pemyataan

(tanda tangan) (tanda tangan)

dose E_ Badiles Jr Jennifer 8. Cartagena
Saksi
BERJANJI DAN BERSUMPAH dhadapan saya
tanggal 14 SEP 2023
di Kota Cadiz

Negros Barat, Filpina

(tanda tanga)
ATTY. MARIZ ADRANEDA
NP 0.0 2022 12312020
o ik
o.7271
OLENo VIk002224 105232022
2730101032 Ko Coie
151222 egrs Bar Craper

o
ooz, - s
.

Ao 1 e
e Dinindai denaan CamScannar

Dipindai dengan CamScanner
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Republik Filipina
Provinsi Negros Barat
Kota Cadiz
BARANGAY MABINI
Kantor Ketua Barangay

HON. RESEVIL G. VILLARIN
KETUA BARANGAY

'NGGOTA

HON. RENE A MONTINOLA

4ON. MARICON M. PALAGO
ON. JOSE B. DELASAN JR.

ON. DEXTER M. SEBALLOS

ON. HUDY ANN B. DAYOTA

HANNA MAE J. ARROYO
SEKRETARIS BARANGAY

LEBY A PALMA

st
“Meringkalkan keadaan
‘ekonomian setap individu

a0 mendplakan ngkungar
oot et pesdaon &

yang efekif
Intun mencagi

aceRes
HON. iﬁioi

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
KEPADA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN:

Dengan ini kami menyatakan bahwa KRISTENA
BACOSA, 32 tahun adalah penduduk SO, CANABAWAN >,
Barangay Mabini, Kota Cadiz dan telah tinggal selama
kurang lebih 32 tahun.

Sertifkasi ini diterbitkan atas permintaan orang yang
disebutkan di atas untuk tujuan hukum apa pun yang dapat
memberikan manfast terbaik baginya.

Diberikan pada tanggal 14 September 2023 di
Barangay Mabini, Kota Cadiz, Negros Barat

(=] =
PINDAI INI UNTUK VERIFIKAS!

Nomor CTC : RGV021-2328-2023

Nomor OR
Tidak Sah Tanpa Cap
(tanda tangan)
HON. ROSEVIL G. VILLARIN
Ketua Barangay
Barangay Mabini
- vist

*Basta Mabinian, Abyan!"

v
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NG PILIPINAS | REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 52
;;d[m- :a"ruu—wwm« O

Apelyido/Sumome.
BACOSA

Pangateny Given names
KRISTINA

Tiunzoe

Peivang Sleadvezy stk
18 JUN 2028 DFA NCR WEST

P<PHLBACOSA<K<KKRISTINA<LLLLLLLLLLLLLLLLLLKKK
P7578200A6PHL9010048F2806181<<<<<<<<<<<<<K<00
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REPUBLIK FILIPINA

ASPOR Tipe  Kode
P PHL
Nama Keluarga
(pas foto) | BACOSA
Nama
KRISTINA
Nama Tengah
BUENAFE
Tanggal Lahir
04 OKT 1990
Jenis Kelamin
e
Tanggal Terbit
19 JUN 2018
Berlaku Hingga
18 JUN 2028

No. Paspor
P7578200A
(pas foto)

Kewarganegaraan
FILIPINA

Tempat Lahir
KOTA CADIZ

Otoritas Penerbit

DFA NCR WEST

‘PHLBACOSACKKRISTINACLCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
578200A6PHLI010048F2806181<<<<<<LLLLLLL<00

Dinindai denaan CamSeannar
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DINAS URUSAN LUAR NEGERI

S.N. 21-0443864
APOSTILLE

(Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961)

1. Negara: Filipina
Dokumen publik ini

2. telah ditandatangani oleh Claire Dennis S. Mapa

3. bertindak dalam kapasitas sebagai Jenderal Ahli
Statistik Nasional dan Pencatat Sipil

4. memegang cap/stempel Otoritas Statistik Filipina

Dinyatakan

S. di Manila

6. tanggal 14 Juli 2023

7. oleh JULIET S. SIMBUL

8. No. 21A-0443864

9. Cap/Stempel:
(stempel) 10. Tandatanga: (tandatangan)

Petugas Otentikasi

Surat Status
KRISTINA BUENAFE BACOSA
##***TIDAK ADA LANJUTANA#*##%
KODEKUNCI: 64AF4DA47C444
Untuk melihat/memverifikasi
dokumen ini, log-in ke (Kode QR)
https://www.apostilleonline.ph/a

postilleverifying/
dan ikuti instruksi yang ada

Apostille ini hanya menyatakan keaslian tandatangan dan
apasitas orang yang menandatangani dokumen publik, dan,

Dinindai denaan CamSecanner
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Formulir No. 4
Republik Filipina
OTORTTAS STATISTIK FILIPINA

Manila

KANTOR CATATAN SIPIL UMUM
22 Juni 2023

{PADA YANG BERKEPENTINGAN:

Kami menyatakan bahwa KRISTINA BUENAFE BACOSA yang
hir pada 04 Oktober 1990 di KOTA CADIZ, NEGROS BARAT anak
ri JULIO BACOSA dan JOCELYN VILLAMOR BUENAFE, tidak ada
lam Indeks Pernikahan Nasional kami.

Sertifikat ini berdasarkan pada catatan 1945-2023
cnikahan yang didaftarkan pada database tanggal 22 Juni
23.

Diterbitkan atas permohonan dari KRISTINA B. BACOSA
uk PEKERJAAN DI LUAR NEGERI.

(tandatangan)
CLAIRE DENNIS S. MAPA, Ph.D.
anli statistik Nasional dan Pencatat Sipil Umum
Otoritas Statistik Filipina

amenter
\k Materai telah Dibayar

Dinindai denaan CamScanner
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SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN

iaya bersumpah dengan sungguh-sungguh dan menyatakan keadaan pribadi
aya sebagai berikut setelah diterangkan menurut hukum:

NAMA KECIL :Kristina  ~~

NAMATENGAH  :Buenafe

NAMA BELAKANG : Bacosa  +

TANGGAL LAHIR : 4 Oktober 1990 +~ 5USIA 33
TEMPAT LAHIR Kota Cadiz, Negros Barat, Fiipina 1 7 JENIS KELAMIN : Perempuan
NOTELEPON  :0813-1069-3621/088210498208

ALAMAT : Ds Candirejo Kec. Bawang Kab. Batang Jawa Tengah
0 STATUSNIKAH  : [¥] Single ‘/{le:ndllDuda []Dibatalkan [] Cerai
RINCIAN PUTUSAN PENGADILAN PHL TENTANG PERCERAIAN: (Nomor
erkara, Tanggal, Hakim Ketua, dll)

1 NAMALENGKAP AYAH  : Julio Claudio Bacosa v
2 NAMA LENGKAP IBU = Jocelyn Villamor Buenafe /

KETERANGAN
\ya dengan ini menyatakan dan menerangkan kebenaran informasi di atas
ng telah saya berikan sejauh pengetahuan saya, dan selanjutnya
slampikan dokumen pendukung ferkait untuk menunjukkan dan
\ngonfimasi bahwa saya memiliki kapasitas hukum berdasarkan hukum
pina untuk menikah dengan tunangan saya: Akmad Arifin, warga _negara
onesia.
mikianlah, saya membubuhkan tanda tangan saya pada instrumen ini pada
3gal 6 Oktober 2023 di Jakarta, Indonesia.

(tanda tangan)
Kristina B. Bacosa
Nama dan Tanda Tangan Pembuat Pernyataan

Dipindai dengan CamScanner
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CEDUTAAN BESAR FILIPINA  }
3agian Konsuler }s.s

JITANDATANGANI DAN BERSUMPAH di hadapan saya pada tanggal 6
DKTOBER 2023 di Jakarta, Indonesia.

No. Dok 1691
No. Halaman 218
No. Buku 101
Seri Tahun 12023
No. Sve 11984
No.OR. :10351710
Biaya yang Dibayar : Rp 637.000
(tanda tangan)
HMA ALYSSA MARIE Q. SNTOS
Wakil Konsul

Pejabat yang Berwenang Mengambil Sumpah

»dlutaan Besar Fiipina di Jakarta tidak bertanggung jawab atas isi dokumen ini
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DECLARATION OF CAPACITY TO CONTRACT MARRIAGE

ey swear and declare my personal circumstances as follows afler having been deposed in accordance
s

N NAME : Kristine

ILE NAME : Wt

" : Porosa

2 OF BIRTH 4 (owy) _Othober  uont) 1490 (vea) *AGE

SEorBIRTH MMWM“ 7 GENDER:
3 Kapanganakan Kasarian
ZPHONENO D413~ 1069-3621 /08421099220

Ds Candireio KEC Bowomg, kAR%(»mquo«m fenpok

RESS

LSTATUS  :N1Single [ ]Widow(er) [ ]Annulled [ ]Divorced*
g soi g

ILS OF PHL COURT JUDGMENT ON DIVORCE: (Case No., Date, Presiding magistrato, etc)
‘g Kautusan ng korte 33 dborsyo.

JPLETENAMEOFFATHER  :  Jwlio Uoudin Povess,
Sangalanng Ama D T A
APLETE NAME OF MOTHER  : Sotelun Villownor Buenafe
angianngina

CERTIFICATION

y certify and attest to the truth of the foregoing information | have provided to the best of my
-dge, and further atach corresponding supporting documents to show and confirm that |

s the Jegal capacity under Philippine law to be married to my fiance/fiancée:

E Angin .+ acitizen of __\"dlgnesioy

355 whereof, | affix my signature on this instrument today, Otkober ©,3023 in
1, Indonesia.
koishiy X DO

‘Name and Signature of Affiant

e )
skl .
6 0cT 203

RIBED AND SWORN TO before me this . in Jakarta, Indonesia.

Doc. No Co
PageNo i 1p
Book No a1
Sedesof : 2023
sve.No :

1924
ORNo ‘1e3TIFI0
FeoPaid : 1n % 37, an0

€ of is document th Phipine Erbassy n Jakarta assumes 10 responsily.
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MAJELTS AGAMA ISLAM
WILAYAH PERSEKUTUAN

DINAS URUSAN LUAR NEGERI
N. 21A-0443863
APOSTILLE

(Konvensi de La Haye 5 Oktober 1961)

Negara: Filipina

Dokumen publik ini
telah ditandatangani oleh Claire Dennis S. Mapa

bertindsk dalam kapasitas sebagai Jenderal Ahli

Statistik Nasional dan Pencatat Sipil

memegang cap/stempel Otoritas Statistik Filipina
Dinyatakan

- di Manila

i. tanggal 14 Juli 2023

- oleh JULIET S. SIMBUL

- No. 21-0443863

Cap/Stenpel:

(stempel) 10. Tandatanga: (tandatangan)
Petugas Otentikasi

Akta Kelahiran
KRISTINA BUENAFE BACOSA
+#4++TIDAK ADA LANJUTAN**+++
KODEKUNCI: 64AF4D7141FEQ
untuk nelihat /memverifikasi
dokumen ini, log-in ke (Kode QR)
https://wiw.apostilleonline.ph/a
postilleverifying/

M Ninindai denaan CamSeanner
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apabila berlaku, identitas cap atau stempel yang dimuat
dokumen publik.

Apostille ini tidak menyatakan isi dokumen yang

diterbitkan.

Sertifikat ini tidak mengatur Apostille di bawah
Konvensi Den Hag.tanggal 5 Oktober 1961 ketika digunakan
Qi negara yang bukan merupakan Bagian dari Konvensi atau

dinana Konvensi tidak berlaku sebagai akibat dari

keberatan. Dalam hal ini, sertifikat diberikan kepada
bagizn konsuler misi yang mewakili negara tersebut.

Bpostille ini tidak berlaku untuk penggunaan di

Filipina.

Dinindai denaan CamSecanner
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Halazan 1 dari 2

BReN
004504-ASOVAOA-4
EX1E e 102 TORtak dlbuat Tangkap epaty RETERANGRN/AROTAST
Republik Filipina —‘ HALNOAN § 100
KANTOR CATATAN SIPIL UMM
AKTA KELAKIRAN BUKU 4 €5
14 dengan lengkap, akurat dan jelas. Gunakan tinta atau
in ketik.
T tanda X pada Jovaban yang tepat pada Item 2, Sa, Sb
dan 132)
AnsT WEGROS BARAT Wo. Daftar
/Kotazadya KOTA CADIZ | 20073343
T Wam  (Oepan) Trengan)  (Belaxang) Ttux  Penggunaan
DISTIA  BUENAFE  BACOSA 0cRG Sa3
2. Jenis Felasin |3 Tanggal Lami
1 lak-lak (tgl) (blm  (ehm)
_X_ 2 Perespuan 0 Oktober 1590 ook ot of
4. Tempat Lahit KWTOR  CATATAN
(Nama B/ Kiinik/ Institusi/ No. Rumsh, Jalan, | SIPIL
Barangay) (Kota/Kotamadya) (Brovinsi)
Sitio Conbavan, Brgy. Webini, Kota Cadiz, Negros |41
Barat {illegible)
Sa. Jents Kelahitan 5. ik Kelshiran Ganda,
X 1 Tunggal _ 2 Keabar | Ausk ke
_ 3 Kembar Tiga, dst | _1 Pertasa _ 2 Kedua ®
_ 3 Lainnya, jelaskan_ (111egibte
©. VUrstan Kelahizan|d. Berat saat Lahir
(lahir hidup dan lahir | 2722 gram
mati termasuk kelshiran 45 50
1n1) {illeginie)
Pertam (pertana,
Kedua, ketiga, dst)
6. Nama Gadls (Depan)  (Tengahj (Belakang) 5
Jocelyn  Villamor Buenafe (111egible)
7. Varganegara T
Filipina Katolix Roma
a. OWAIih anak |5, UAl anak|c. Oal anak lahir | S}
lahir bidup: 1 |masth hidup [ hidup tetapi sudah | L& U
termasuk meninggal: 0
Xelanizan int:
1 2 6
—Fa e [ vsla saat Kelahizan Tadr | (ilegible)

A Ninindai denaan CamScanner
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50 rumah cang T2 tabun
T Wamt (.  Rumah,  valan,  Barangay) | 60 69
(Kota/Kotemadya) (Provinsi) 1w
sitlo Censbavan, Brgy. Mabini, Kota Cadiz, Megros
sarat
5. Vam (Depim)  (Tengal)  (Bela¥ang) LRTIRT
Julio Clavdio Bacosa (i1legible)
T4 Varganegara T5. Agana
Filipima Katolik Roma
T6. vereciemn T7. Usia saat ¥elahlran iniz |76 79
Pekerfa Packebunan Tebu | 19 tabun (diegivie)
Tanggel dan Tempat Fernikahan Orangtua (Jika tidak
sh berikan Pernyataan Pengakuao/Pengakuan Ayah di
a0 belakang) o
Menikah {illegible)
Fetuges
okter _ 2 peravat _ 3 Bidan
ilot (Bidan Tradisional) S Laimnya (Jelaskan) 6 7
Sertifixast Felanizan (111eqible)
Saya dengen ini menyatakan bahwa saya menghadiri
izan anak yang lahir hidup pada jam ___ pagi/sore
canggal tersebut di atas. @ 9
cangan Alanat {illegible)
(Alnarbus)
an Biam Tanggal
Tapor g
tangen (tandatangan) Alasat Sitio Canabawan, Brgy. (illegible)
Tuldo Claudio Sacosa Mabini, Kota Cadiz
7an dengan anak AyahTanggal 8 Juni 2007
“HOAT GLEH 72, Diterima a1 Fantor Catatan | °f
sipil {illegible)
angen (andatangan) | Tandatangan (tandatangan)
Zucena T. Cabahug | Nama MARY JEAN M GOMBAN
n Banitera 111 Jabatan Pencatat Sipil Kota
2 8 Juni 2007 Tanggal 05 JUL 2007

(Kode QR) (tandatangan)

—2P-420785-00325-81001 CLAIRE DENNIS S. MAPA, Ph.D.

R TEREAIK AhLL Statistik Nasional dan

batang) Pencatat Sipil Umum
35704200032506192023001 Ogerigas Statistik Filipina
ro899¢

(kode batang)
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Halaman 2 dart 2
BReN

004504-A90VAOA-4
iIFan sebelun 3 Agustus 190/ atau setelsh 3 Agustus 1999

PERNYATAAN PENGAKUAN/ PENGAKUN ATAH

Kant/Soya, Julio Claudio Bacosa dan Jocelyn Buenafe orangtus daci anak

disebutkan dalam Akta Kelahiran ini, dengan ini bersumpah bahwa
mast ying terkandung i sini adalah bemar dan tepat sesval dengan
stahuan dan kepercayaan kami/saya.

satangan) (tandatangan)
satangan Ayah) (andatangan Tbu)

zajak Masyarekat 04161156 No. Pajak Masyarakat 04181168
78l Tozbit 26-2-2007 Tanggal Terbit 18-5-2007

1€ Terbit Kota Cadiz Tempat Terbit Kota Cadiz

DISANGN DAY DISUNPAN di hadepan saya hari ini tanggal 05 JUL 2007 di
Cadiz, Negros Barat, Filipina.

(tandatangen)
satangen Petugas Adainistrasi) (Jabatan/Gelar)
MARY JEAN M. GIMBAN Kota Cadiz, Negros Barat
PENCATAT STPIL KOTA (Alanat)
(ana)

Dariak wntex Felshizan sebelua 27 Februari 1831

ToR RELAHIRAN YANG
g yang bersangkutan jika 16 tahun atau lebik, atau ayah/ibu/wali boleh
memberikan pernyataan)

Saya, Julio Claudio Bacosa, cukup umur menurut hukum, lajang/ menikah

‘engen alamat di Kota Cadiz setelah disumpah menurut hukum, dengan ini

cakan:

Behwa saya merupakan pemohon dari pencatatan Kkelahiran saya yang
tertunda saya/ dari KRISTINA B. BACOSA

Bahwa Saya/ia lahir pada 4 Oktober 1930 di Kota Cadiz

Bahva Saya/ia dibantu pada say kelahiran cleh Bidan Tradisional yang
beralamat di

Babwa Saya/ia adalah varganegara Filipina

Bahwa orangtua saya/ orangtuanya [ ] menikah pada  di

[X] tidak menikah tetapi diakui oleh

ayah saya/ ayshoya yang bernama JULIO CLAUDIO BACOSA

[ Ninindai denaan CamScannar
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S Babva @

Son Yeterlabatan pencetatan KelahlTan
karena kelalaian

7.Bahwa salinen akta kelahiran
tujuan wum

©. [ ) (Hanya uatuk penchon) Bahwva saya meniksh dengan
[ 1 (Untuk ayah/ibu/wali) Bahwa adalah Ayah dari orang tersebut di

ya/ Xelanizannya

a/ akta kelshirannya diperlukan untuk

[N
(tandatangan)
(Tandatangan)
No. Pajak Masyaral
Tanggal Terbit 28:
Tempat Terbit Kota Cadiz

DISAHKAN DAN DISOMPAR di hadspan saya harl ini tanggal 05 JUL 2007 di
& Cadiz, Wegros Barat, Filipina.

(tandatangan)
Mndatangan Petugas Adainistrass) (Jabatan/Gelar)
MARY JEAN M. GONEAN Kota Cadiz, Negros Barat
PENCATAT SIPIL KOTA (Alozmat)
(ana)

(Kode QR) (tandatangan)
570-2F-4200F5-00325-B1001 CLATRE DEWNIS S. MAPA, Ph.D.
“BAR TERRAIR M4 Statistik Nasional dan
>de batang) 2encatat Sipi Urum
)2085704200032506152023001 Otoritas Statistik Filipina
500898993 (kode batang)
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1 Rnubhc of the Philimu

City of Cadiz
BARANGAY MABINI

BACOSA, JULIO CLAUDIO
O et pore.

Jiy 1,497 Snghe
5 Comtman By, W, Cace o, g O

Ve
e 211 wou.

L e——————
Basre Masiman Abyan. Paghidingron © agameny. P ol oynasn

ublic of the Philippines
City of Cadiz
BARANGAY MASBINI

o e e e e e

BUENAFE, JOCELYN VILLAMOR

[ meme o

© November 10, 1961 Single

T a—

i S0 Canathaman, Brgy Wutini, Cacks Oy, Meg. Occ. 3

v
e ON,

Bosts M man Abyan Fagiutsmgyon “ageway. Fodayeace
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Republik Filpina
Kota Cadiz
BARANGAY MABINI

KARTU ID PENDUDUK BARANGAY

———— Nama Belakang, Nama Depan, Nama Tengah
+ BACOSA, JULIO CLAUDIO

* Tanggal Lahir Status Nikah Jenis Kelamin

PasFoo 1Juli 1971 Single Laki-laki
Aamat
* S0, Canabawan, Barangay, Mabini, Kota Cadiz, Negros
Barat
1anda tangan)

Berlaku hiﬁia

(tanda tangan)
HON. ROSEVIL G. VILLARIN

Ketua Barangay

G

2ol e 5 -
Ninindai denaan CamSeannar
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Republik Filipina
a Kota Cadiz

BARANGAY MABINI
KARTU ID PENDUDUK BARANGAY

Nama Belakang, Nama Depan, Nama Tengah
BUENAFE, JOCELYN VILLAMOR

* Tanggal Lahir Status Nikah Jenis Kelamin

Ppas Folo L 10 November 1961 Single Perempuan
.- Alamat
& So, Canabawan, Barangay, Mabini, Kota Cadiz, Negros
Barat
an)
oo L tingge
(tanda tangan)
HON. ROSEVIL G. VILLARIN
Ketua Barangay

Basta Mabinian, Abyan -——--swee-m-m

ST P,
4 Rar ras

O LI
A 1 i @ Ninindai denaan CamSeannar
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